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ABSTRAK

Nama : Isma Januarti

Program Studi: Magister Kenotariatan

Judul :Peranan Notaris Dalam Melindungi Hak Mewaris Bagi Anak -
Angkat Dan Ahli Waris Lainnya Dipandang dari Sudut -
Hukum Islam

Didalam lingkungan kita, biasanya kehidupan berkeluarga yang lengkap
terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Hal ini merupakan dambaan dari setiap orang.
Pada kenyateannya tidak semua keluarga dapat mempunyai anak atau sebaliknya
tidak semua anak beruntung memiliki orang tua yang dapat memberikan
kesejahteraan lahir dan bathin bagi kehidupan seorang anak Terhadap orang tua
yang tidak mempunyai anak, maka dapat mengangkat atau memelihara anak yang
dapat memberikan arti bagi kelangsungan hidup atau pemeliharaan orang tua tersebut
di hari tuanya. Dalam penelitian ini, istilah anak angkat yang dimaksud adalah anak
yang dipelihara, dinafkahi, diberi pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan dapat
mandiri. Kemudian bila dihadapkan dengan norma hukum agama Islam yang tidak
memberikan hak waris kepada anak angkat, maka tentulah akan menimbulkan
kesulitan bagi anak angkat tersebut, atau bisa mengakibatkan anak tersebut menjadi
terlantar. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aturan
dan akibat hukum pengangkatan anak dalam Islam, kedudukan dan hak mewaris dari
anak angkat dan ahli waris lain yang merupakan keluarga dari pewaris, dan peranan
Notaris dalam pembuatan akta wasiat bagi anak angkat. Dalam penulisan ini
digunakan metode penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam
penelitian adalah data primer yang langsung didapatkan dari masyarakat dan data
sekunder yang diperolah dari bahan kepustakaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan
bahwa wasiat wajibah merupakan jawaban dari permasalahan dalam urusan warisan
anak angkat. Lembaga wasiat wajibah dijadikan salah satu bagian dari hukum positif
di Indonesia dan secara khusus ditegaskan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam,
yang memberikan hak istimewa pada anak angkat dan orang tua angkat, tapi
Kompilasi I:Iulmm,lslamtetapmendudukkananakangkatdanorangumangkatdi
luar kelompok ahli waris sebagaimana diatur dalam fikih waris. Penentuan bagian
dari wasiat wajibah tidak boleh melebihi dari sepertiga barta peninggalan dan
pelaksanan wasiat wajibah harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan.
Notaris dalam hal melaksanakan kewajibannya untuk memberikan penyuluhan dalam
bidang hukum, merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan penerapan pasal
tersebut. Penelitian ini juga bermaksud untuk melihat lebih jauh peranan Notaris
dalam hal pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat dan perlindungan hak-hak
kewarisan bagi ahli waris lainnya.
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ABSTRACT

Name : Isma Januarti
Program Study : Magister of Notary
Title : ROLE OF NOTARY IN PROTECTING RIGHEHT

TO INHERIT OF ADOPTED CHILD AND
OTHER HEIRS UNDER ISLAMIC LAW
PERSPECTIVE

In our environment, usually, a complete family shall consist of father, mother
and children. This is what every one is wishing for. Unfortunately, not all family is
able to have children or, otherwise, not all children are lucky enough to have parents
that can give wealth, both physically and spiritually for the child’s life. For parents
who do not have children, they may adopt or take care of children that can give a
meaning for the persistence of life or take care of them in their old days. In this
research, the term ‘adopted child’ shall mean a child whom is taking care of, given
money, educated until he/she is grown-up and independent. If we are faced by
Islamic norm that prohibits right to inherit for adopted child, this, of course will
cause a problem for the adopted child, or he/she becomes neglected. The problems
discussed in this research are the rules and legal consequence of child adoption
under Islamic Law, the position and right to inherit of adopted child and other heirs
whom are family of the testator and role of Notary in making the deed of testament
for adopted child. This research uses the methodology of normative research and
type of data used in the research is a primary data obtained directly from the society
and secondary data obtained from literature. Therefore, it can be concluded that
Wajibah testament is the answer of the problem of inheritance. The body of Wajibah
testament becomes part of positive Law in Indonesia and specially addressed in
Article 209 of Islamic Law Compilation, that gives a special right for adopted child
and adopted parents. Nevertheless, Islamic Law Compilation still puts the position of
adopted child and adopted parents outside the group of heirs as regulated in
Mawarits Figh. And determination of the portion of Wajibah testament shall not
exceeds one third of the property and that the implementation of Wajibakh testament
shall be based on the principle of faimess and balance. A Notary, in carrying-out its
duty to give legal information, becomes one of the facilities to socialize the
implementation of such provision. This research also aims to see further role of
Notary in sharing Wajibah testament for adopted child and protection of rights to
inherit for other heirs.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan dambaan dari setiap pasangan suami istri. Setiap pasangan
suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pasti selalu mendambakan segera
memiliki momongan (keturunan). Tetapi sayangnya tidak semua pasangan suami istri
tersebut beruntung dapat segera memiliki keturunan. Ada yang langsung
mendapatkan ketwrunan, ada yang lama baru mendapatkan keturunan, bahkan ada
pula pasangan yang tidak kunjung memiliki keturunan padahal usia pemnikahan
suami istri tersebut sudah cukup lama. Untuk itu dewasa ini banyak dari pasangan
suami istri yang belum memiliki keturunan melakukan berbagai cara untuk memiliki
keturuiizii (aiak), salah satu caranya adalah dengan melakukan proses pengangkatan
anak atau bahasa populernya, adopsi. Dimana pengertiannya secara Etimologi,
mienvrut bahiasa belatids, yany berusal dari kata “adoprie”, dimany artiiya adalab
pengangkatan seorang anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.
Sedangkan stienurut baliasy Ingarls yaitu “ adoprion © yang berart pergatipkatan sgisk
atau mengangkat anak. Sedangkan pengertiannya secara Terminologi, sebagaimana
beberapa pendapat yang dikemukakan olel pary alii, antara lain sebagai berikut :

1. Arif Gosita, S.H. dalam bukunya “ Masalah Perlindungan Anak “, bahwa :

“ Pengangkatan anak adalak suatu tindakan mengambil amk orang lain usituk

dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan

keterituan-ketestuan yung telal disepakat bersama dan sab menueut Bukuse
yang berlaku pada  masyarakat yang bersangkutan.” !

' Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Yakarta : Akademika Pressindo, 1989), hal 44.

1 Universitas Indonesia
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2. B.Bastian Taful, S.H. dalam bukunya “ Perigangkatan Anak Menurut Hukuss
Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari “ bahwa :
“ Penganigkatas ariak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturumag
dengan maksud untuk memelibara dan memperlakukannya sebagaimana anak
sendiri. «2

3. Amir Martosedono, S.H. dalam bukunya “ Tanya Jawab Pengangkatan Anak
Din Masalahnya. , bahwa @
“ Anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya,
dipelitiaa, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, dimwat
hingga tumbuh menjadi dewasa, dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri.
Dati bila napti orang tua anghkatnys meninggal dunia, makx diz beghuk
mendapatkan warisan dari orang yang mengangkatnya, <3

4. Shanty Dellyana, S.H. dalam buku  Wanits dan Anak di Mats Hulous “
bahwa :
“ Pengangkatan anak adalab sustu tindakan mengambil anak orang Lain untuk
dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang discpakatl bersama dan sah menurat hukum yaog
berlaku di masyarakat yang bersangkutan. *

5. Djaja S. Meligla, S.H. dalam buku “ Pengangkatan Apxy (Adopsi) di
Indonesia, bahwa :
“ Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan ko yanig
memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti anak
yang sah. *°

2 Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibai akibat Hukummnya d.
. - i
Kemudian hari, (jakarta : Rajawali, 1983), hal45. uiumrnya

* Amir Martosedono, Tanyajawab pengangkatan Anak dan Masalahnya, (Sem - Effhar
Offset dan Dahara prize, 1990), hal.15. nya, (Semarang : Efthar

4 Shanty Dellyana. Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal.21.
> Djaja S.Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, (Bandung : Tarsito, 1982), hal.3
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10.

. R. Soepomio, dalam buku “ Bab - bab tefstang Hukumni Adat «, bakwi ¢

“ Adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Dengan
adopsi atau pengangkatan anak ind timbul hubungan hukum antars ogang tua
angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak
kandung.“ ©

Soerjono Soekanto, bahwa :

“ Mendefinisikan anak angkat adalal anak orang lain (dalam hubusgan
perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan
tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. '

Wirjono Pradjodikoro, bahwa :

“ Anak angkat adalal seorang bukan tutunan dua orang suami isteri, yang
diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya
sendiri. “#

Ali Afandi, bahwa :

“ Adopsi adalah pengangkatan agak olel seseorang dengan maksud umtuk
menganggapnya anak itu sebagai anak sendiri. «°

Menurut Mahittiud Syaltut seperti yang dikatip oleh Muderis Zaini, batiwa ¢

“ Anak angkat atau Tabanni ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang
diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang luin ke dalam keluarganya untuk
diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah,
pendidikan, pelayanan dalam segala kebutuhaanya, tapi bukan diperlakukan
sebagai anak dari nasabnya sendiri. “'°

hal.251.

¢ Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Takarta : Pradnya Paramita, 1985), hal.76.
? Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001),

* Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, (Bandung : Sumur, 1983), hal.37.
¥ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluqrga dan Hukum Pembulktian, (Jakarta : Rineka

cipta, 1997), hal. 149.
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Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli tersebut di atas,
agaknya pendapat Mahmud Syaltut yang paling tepat diantara apa yang telah
diberikan oleh para ahli tersebut diatas dan lebih sesuai dengan apa yang dimaksud
didalam syariah Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena menurut KHI
Pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya
dari orang tua ‘kandungnya kepada orang tua angkat, berdasarkan keputusan
pengadilan. Dalam penulisan ini untuk memudahkan pengertian, maka masih
digunakan istilah anak angkat tetapi sebenarnya yang dimaksudkan disini adalah anak
yang diasuh dan dipelihara selayaknya anak kandung tanpa merubah nasab sesuai
yang dimaksud anak asuh dalam pengertian hukum Islam.

Apabila kita analisa masalah pengangkatan anak dari sudut hukum Islam,
maka Islam berpendapat bahwa pengangkatan anak bisa menjadi suatu pemalsuan
terhadap realita. Hal ini dapat terjadi apabila seorang anak angkat tidak diberitahukan
mengonai asal usulnya dan orang tua kandungnya atau dibuatkan suatu pemalsuan,
misalnya dengan merubah nasab yang menjadikan seseorang terasing dari lingkungan
keluarga kandungnya, lalu anak angkat ini dapat menerima warisan dari orang tua
angkatnya sebagai ahli waris dan menghalangi hak dari keluarga dekat lain yang
mestinya dapat menerima warisan tersebut. Oleh karena itu tidak sedikit keluarga
yang sebemarnya merasa dengki terhadap anak angkat yang bukan berasal dari
kalangan mereka ini, yang merampas hak milik mereka dan menghalang pusaka yang
telah menjadi harapannya. Kedengkian ini banyak sekali membangkitkan hal-hal
yang tidak baik, dapat menyalakan api fitnah dan memutus hubungan tali
kekeluargaan. Untuk itulah Islam telah menetapkan, bahwa dalam masalah warisan,
karena tidak ada hubungan darah, perkawinan dan kerabat yang sebenarnya, maka
pengangkatan anak sama sekali tidak bernilai dan tidak menjadi penyebab anak
angkat tersebut mendapat warisan. Sesvai dengan firman Allah dalam al-Qur’an,
surat al-Anfal (surat 8) : 75, yang berbunyi :

' Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,
1995), hal 6.
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...... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” '
Jadi pada hakikatnya bukan pengangkatan anak yang diharamkan oleh Islam,
melainkan penisbatan terhadap anak tersebut atas keluarga yang mengangkatnya, dan
jika baginya berlaku seluruh hukum yang berlaku seperti layaknya anak kandung,
misalnya bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawini dan berhak mendapatkan
waris'”.  Seperti seorang aysh yang memungut seorang amak kecil yatim atau
mendapatkan dijalanan, kemudian dijadikannya seperti anak sendiri baik tentang
kasihnya, pemeliharaannya, maupun pendidikannya. Diasuh, diberinya makan,
pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri, tapi bedanya, dia tidak
menisbatkan kepada dirinya dan tidak diberlakukan padanya hukum-hukum anak
tersebut seperti diatas, tindakan seperti ini sangat disarankan dalam agama Islam.
Banyak ayat-ayat dalam al-Qur’an yang menganjurkan agar sesama manusia saling
tolong menolong dan berbuat kebaikan, termasuk juga menolong anak yatim dengan
cara merawatnya dan memeliharanya. Hal ini dapat kita lihat telah diterangkan dalam
al Quran, diantaranya surat Al Baqarah (surat 2) ayat 215 dan ayat 220, yang
berbunyi :
~Al Baqgarah (surat 2) ayat 215 :
“Mereka bertanya kepadamu ( muhammad) tentang apa yang harus mereka
infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang hendak kamu infakkan,
hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang
miskin, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa
saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha Mengetahui.”"*

"! Departemen Agama republik Indonesia, A/ Our‘an dan Terjemahannya, Yayasan
Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al
Qur'an, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2006) .

" Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram, cetakan ke-1, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), hal.

' Departemen Agama, Op.cit .

Universitas indonesia

Peranan notaris..., Isma Januarti, FH Ul, 2009



-Al Bagarah (surat 2) ayat 220 :

“ Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu (Muhammad)

tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah

baik !......" *

Dalam Islam, jika seseorang yang mengangkat anak tersebut memiliki
keinginan untuk memberikan hartanya kepada anak angkatnya tersebut, maka dia
dapat menyalurkan melalui cara hibah sewaktu dia masih hidup, atau dengan jalan
wasiat dalam batas sepertiga pusaka, sebelum ia meninggal dunia. Adalah Ibn Hazm,
seorang ulama Dzahiriyah ( Mahzab Dzahiri ) yang mendukung berlakunya wasiat.
Menurut pendapat beliau, yang berhak menerima wasiat adalah para kerabat yang
tidak menerima warisan sebagaimana yang telah beliau tegaskan, sebagai berikut :

“ Diperbolehkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang
tidak diwarisinya.

Menurut pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa membuat wasiat diperbolehkan
dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, Al Qur’an surat Al Bagarah
(surat 2) : ayat 180, yang berbunyi :

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antard
kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat kepada kedua orang tua dan
karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang
yang bertakwa.”

Dalam Al Qur’an, ayat ini diberikan keterangan bahwa :

“ Wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta peninggalan orang yang
berwasiat, dan ayat ini sudah tidak berlaku untuk ahli waris (orang tua) karena sudah

:: Departemen Agama, Op.cit.
Ahmad Kuzari, Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tingvalan
(Jakarta :Igajagraﬁndo Persada, 1996), hal.53. a8
Departemen Agama, Op.cit.
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di nasakh (di ganti hukumnya) dengan ayat tentang waris, yaitu Qur’an surat An-
Nisa’(surat 4) : ayat 11.

Dalam ajaran hukum kewarisan Islam menurut Imam Syafi’i bahwa setelah
surat Al Baqarah ayat 180 dinasakh/dihapus oleh surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan
176 yang turun sesudahnya, maka sama sekali tidak diperbolehkan berwasiat kepada
ibu, bapak, dan kerabat yang berkedudukan sebagai ahli waris.!” Tidak perlunya ada
wasiat kepada orang tua dan keluarga yang dapat menerima warisan dikuatkan juga
dengan adanya hadis yang dikeluarkan oleh ahli kufsh yang menyatakan bahwa
rasulullah, Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut :

“ Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap hak bagi yang berhak, maka
tidaklah ada wasiat bagi pewaris. “

Hal ini menegaskan, bahwa kewajiban pemberian wasiat tersebut hanya
diperuntukkan kepada para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik
dikarenakan dia menjadi budak, hanya merupakan anak angkat atan adanya kerabat
lain yang menghalangi atau mungkin memang tidak berhak mendapatkan warisan.
Untuk itu kemudian dibuatlah ketentuan bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk
kerabat-kerabat yang tidak mewarisi, maka hakim harus bertindak selaku (atas nama)
pewaris dan memberikan bagian kepada para kerabat atau anak angkat yang tidak
mewarisi dalam bentuk wasiat yang wajib untuk mereka. Hal inilah yang disebut
sebagai wasiat wajibah, yang wewenangnya terletak pada hakim, tanpa memandang
apakeh pewaris itu melakukan wasiat atau tidak. Untuk pelaksana wasiat wajibah ini
harus dikeluarkan oleh Undang — undang wasiat yang diatur oleh Negara.

Dewasa iiii terdapat perbedasn dalam penerapan wasiat wajibah di negara —
negara muslim. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial
masyarakat, budaya, serta adat. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia-
pun, mempunyai karakteristik yang khas dalam menerapkan wasiat wajibah, yaitu

"7 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, cet.5, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985),
hal.107.
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sebagaimana ter maktub dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang dijiwai dengan
semangat pluralisme, egaliteranisme, dan elektisitas hukum Islam. Tapi tentunya,
untuk menghindari permasalahan yang tidak diinginkan maka perlu adanya bukti
pengesahan dari pengadilan atau yang dibuat oleh pejabat yang bewenang seperti
Notaris. Hal ini dimaksudkan agar proses pewarisan tersebut betul-betul dilakukan
dan diserahkan kepada para ahli waris yang benar-benar berhak menerima harta

warisan dari pewaris.

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukuin Islam imenegaskan bahwa anak angkat
adalah yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupannya sehari — hari, biaya
pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung nya
kepada orang tua angkatnya berdasarkan dari keputusan pengadilan. Untuk
membedakan dengan kedudukan ahli waris lainnya, pengaturan tentang anak angkat
berada pada bab V tentang wasiat. Selengkapnya bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum
Islam adalah sebagai berikut ;

a. Harla peninggalan anak angkat di bagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan
Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak
menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak — banyaknya 1/3 (
sepertiga ) dari harta warisan anak angkatnya.

b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberikan kepada
nya wasiat wajibah sebanyak — banyaknya 1/3 ('sepertiga ) dari harta warisan
atau harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam
menetapkan adanya wasiat wajibah ini adalah dengan jalan mengkompromikan antara
hukurm Islam (referensi figih) dengan hukum adat. Pada ketentuan kitab — kitab figih,
anak angkat tidak dapat menerima warisan dari peninggalan orang tua angkatnya.
Demikianlah sebaliknya, bahwa orang tua angkat tidak dapat menerima warisan dari
anak angkatnya. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam pun menegaskan bahwa
diantara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak pernah ada hubungan
kewarisan. Hanya saja, sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan
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anak, maka hubungan antara anak angkat dengan ke dua orang tua angkatnya
dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.,

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, tampak adanya kesamaan
pandangan dalam mendefinisikan konsep wasiat wajibah antara yang disampaikan
oleh Ibn Hazm, Undang — undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946, dan
Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Adanya wasiat yang ditetapkan oleh Undang — undang yang memberikan
kekuatan memaksa terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia
sedangkan dia tidak berwasiat, untuk diberikan kepada orang — orang tertentu.

2. Terdapat perbedaan pendapat tentang orang — orang yang berhak
mendapatkan warisan secara wajibah. Ibn Hazm berpendapat bahwa yang
berhak menerima wasiat wajibah tersebut adalah kerabat — kerabat yang tidak
mendapatkan warisan dikarenakan mereka tidak berhak atas warisan tersebut
sesuai dengan ketentuan ilmu faraid. Menurut Undang — undang Wasiat
Mesir, yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu, baik dari garis
keturunan laki — laki, maupun perempuan. Sedangkan menurut Kompilasi
Hukum Islam, yang mempunyai hak untuk menerima wasiat wajibah adalah
anak angkat.

3. Jika ditinjau dari pengambilan sumber hukumnya, konsep dan ketentuan yang
dikemukakan oleh Tbn Hazm, Undang — undang Wasiat Mesir dan Kompilasi
Hukum Islam adalah merupakan hasil dari ijtihad para fugaha sesuai dengan
realita sosial yang bekembang. Namun sebagian besar ylama menolak konsep
dan ketentuan wasiat wajibah karena tidak memiliki dalil syar’i baik dari al
Qur’an maupun al Hadits.

Dalam bal ini dapatlah di ambil kesimpulan bahwa dasar hukum wasiat

wajibah adalah kompromi dari pendapat para ulama salaf dan para ulama

khalaf sebagai berikut :

a. Kewajiban berwasiat kepada kerabat yang tidak menerima bagian warisan
diambil dari pendapat para fuqaha dan ahli — ahli hadits di kalangan
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tabi’in, seperti Sa’id ibn al-Mussayyab, Hasan al-Basri, Thawus, Ahmad,
Ishaq ibn Rahawaih dan Ibn Hazm.

b. Pemberian bagian melalui wasiat wajibah kepada kerabat yang tidak
menerima bagian dari warisan, apabila si mati tidak berwasiat, hal ini di
ambil dari pendapat Ibn Hazm yang dinukilkan dari para fuqaha tabi’in
dan pendapat dari Imam Ahmad.

c. Pembatasan pengertian kerabat yang tidak menerima warisan hanya
kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau
bersama ~ sama dengan kakek atau neneknya, serta pembatasan —
pembatasan penerimaan, yaitu sebesar maksimal sepertiga dari seluruh
Harta Peninggalan, didasarkan kepada pendapat Ibn Hazm dan kaidah :

“ Penguasa berhak untuk memerintahkan suatu perkara yang mubah,
apabila dia berpendapat bahwa hal tersebut akan dapat membawa
kemaslahatan bagi umum. Bila penguasa memerintahkan demikian,
maka hal tersebut wajib untuk ditaati. “

d. Perlu ditegaskan di sini bahwa orang tua dan kerabat yang terhalang atau
terhijab tersebut memperoleh bagian dari harta peninggalan bukanlah
melalui warisan, melainkan melalui wasiat, sehingga dalam hal ini yang
berlaku adalah ketentuan hukum wasiat, bukan ketentuan hukum waris.
Hal ini memungkinkan bagi orang yang terhalang untuk mendapatkn
watisan menurut ilmu faraidh, untuk kemudian mendapatkannya seperti
cucu dan dari kalangan non-muslim atau seorang anak angkat. Khususnya
mengenai batasan jumlah harta yang dapat diberikan melalui wasiat
wajibah tersebut, yaitu tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta
peninggalan, atau disesuaikan dengan kesepakatan dengan para ahli waris
lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam hukum kewarisan di Indonesia demikian
kompleks, sangat disadari memang bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan,
disatu sisi bagi orang Islam, hukum kewarisan Islam adalah merupakan bagian dari
syariat Islam yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Disisi lain bagi warga non-
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muslim yang tunduk pada hukum diluar hukum Islam, tentunya akan merasa
keberatan untuk menerima hukum diluar keyakinan yang dianut. Untuk mengatasi
permasalahan ini diperlukan suatu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum, yang
menyatakan bahwa seseorang atau beberapa orang adalah merupakan ahli waris yang
sah secara hukum dan berhak atas barta peninggalan pewaris sesuai dengan
bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan yang ada, kewenangan notaris dalam bidang hukum
kewarisan yang nyata-nyata secara tegas diatur adalah ditujukan untuk golongan
penduduk yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W).
Sedangkan bagi orang-orang Islam, kewenangan Notaris dalam bidang kewarisan ada
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Pasal 195. Sehingga dalam
praktek, untuk menghindari terjadinya sengketa atau permasalahan hukum pada saat
menyelesaikan pembagian harta peninggalan maka ada juga Notaris yang menangani
dan menyelesaikan bidang kewarisan Islam seperti pembuatan Surat Wasiat dan Akta
Pemisahan Dan Pembagian Harta Peninggalan (P2HP).

Mengetiai keberadaan Notaris, juga dijelaskan didalam kitab suei al-Qur’an,
yang menjadi pedoman bagi umat islam, disebutkan dalam surat Al-Bagarah (surat 2)
ayat 282, yang berbunyi :

“ Wahai orang-orang yang beriman | Apabila kamu melakukan utang piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis diantara kamu menpuliskannya dengan benar.
Janganiah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah
orang yang berhutang itu mendiktekannya, dan hendaklah dia bertakwa
kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun
daripadanya. Jika yang berhutang itu adalah orang yang kurang akalnya atau
lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka
hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah
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dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang
laki-laki, maka bolehlah seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara
orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang
seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-
saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan
menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar.
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian,
dan lebih mendekatkan kamu kepada kepada ketidakraguan, kecuali jika hal
itu merupakan perdagangan tunai maka kamu jalankan diantara kamu, maka
tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambiliah saksi
jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis di persulit dan begitu juga saksi.
Jika kamu lakukan hal yang demikian, maka sungguh, hal itu merupakan
suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah
memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.”™®

Ayat tersebut adalah menjelaskan tentang keberadaan Notaris bagi umat Islam
yang dilukiskan sebagai seorang saksi dan pencatat yang adil (kaatibun bil’adl).
Dengan perkembangan kebutuhan dari umat muslim, peran Notaris sekarang tidak
hanya sekedar menjadi pencatat masalah hutang piutang dan jual beli, tapi juga
berperan untuk mencatatkan hal-hal lain yang berhubungan dengan urusan umat
muslim, seperti mencatatkan wasiat dan membuat akta pemisahan dan pembagian
liarta peninggalan. Jadi sebenarnya keberadaan Notaris bagi umat Islam bukanlah hal
baru melainkan sudah berkembang sejak jaman sebelum Peraturan Jabatan Notaris
(PIN) itu dibuat.

'® Departemen Agama, Op.cit.
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1.2. POKOK PERMASALAHAN

Bila melihat pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapatiah
dikemukakan pokok pemasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan dan akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam ?
2. Bagaimanakah kedudukan dan hak mewaris dari anak angkat dan ahli waris lain
yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris menurut hukum Islam ?

3. Bagaimanakah peran Notaris dalam hal pembuatan akta wasiat bagi anak angkat
dan proses penyelesaian masalah dengan ahli waris yang merupakan kerabat dari

pewaris 7

1.3. METODE PENELITIAN

Penulisan jlmiah memerlukan metode dan teknik penulisan yang berbeda
dengan karangan atau karya tulis biasa. Teknik atau metode penulisan sangat penting
dalam penulisan ilmiah karena merupakan jiwa bagi penelitian itu sendiri. Penulisan
ilmiah harus dijabarkan secara tegas, jelas dan sistematis berdasarkan data yang dapat
dipercaya kebenarannya. Berdasarkan alasan tersebut, maka sebelum memulai suatu
penulisan diperlukan adanya penelitian. Penelitian merupakan svatu sarana yang
dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu
pengetahuan, termasuk ilmu hukum, dikarenakan penelitian bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan
analisa.”

Tujuan penulisan ini adalah memberikan informasi dan keterangan mengenai
pelaksanaan pengangkatan anak dipandang dari sudut hukum Islam, yang bersifat
hanya untuk tujuan pemeliharaan dan menjamin kesejahteraan anak yang dipelihara
tersebut demi kelangsungan hidup yang lebih baik, serta pelaksanaan haknya yang

' Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hmu Hukum, cet.3, (Jakarta ; Universitas
Indonesia Press (Ul Press), 1986), hal.6.
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ditegakkan dengan peraturan yang berlaku sesuai apa yang dikehendaki dalam
Kompilasi Hukum Islam.

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, digunakan metode
penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa penelitian hukum
bertujuan untuk mengetahui dan mengenal apa dan bagaimana hukum positif
mengenai suatu masalah tertentu dengan fokus utama dipandang dari sudut hukum
Isfam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang langsung didapat dari masyarakat, sedangkan
data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan®’.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan kegiatan studi dokumen, serta wawancara dengan narasumber atau
informan yaitu orang tua angkat sebagai data penunjang dari data primer yang
diperoleh di lapangan dengan sumber dari studi dokumen yaitu :

a. Sumber primer berupa bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan
perundang-undangan, seperﬁ‘ Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Menteri.

b. Sumber sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai
sumber lukum primer. Sumber ukum sekundér yang telah dikumpulkan berupa
buku-buku, artikel majalah, internet maupun tulisan-tulisan ilmish yang terkait
dengan topik pembahasan penulisan ini.

c. Sumber tertier yaitu kamus maupun ensiklopedia sebagai penunjang untuk
mendapatkan data mengenai masalah yang akan dibahas dan sebagai referensi untuk
memperjelas sumber primer dan sumber sekunder.

Analisis pengolahan data pada penclitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan melakukan
wawancara dengan narasumber yang berkompeten sebagai penunjang bahan

2Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas indonesia, 2005), hal. 28.
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penulisan, untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan
penelitian ini sehingga hasil penelitian ini akan bersifat evaluatif analitis.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat keteraturan dan Kejelasan arah
dalam membahas permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis membagi
penelitian ini dalam 3 (tiga) bab sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN

Dalam hal ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan, perumusan
permasalahan berupa pusat perhatian yang menjadi permasalahan penelitian, metode
penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 PERANAN NOTARIS DALW MELINDUNGI HAK MEWARIS

BAGI ANAK ANGKAT DAN AHLJ] WARIS LAINNYA DIPANDANG DARI
SUDUT HUKUM ISLAM

Dalam bab ini penulis akan membahas teori atau konsep-konsep yang relevan
dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan penjelasan
secara akademis mengenai sistematika ketentuan pembagian harta peninggalan
berdasarkan hukum waris Islam, alat-alat bukti dalam penyelesaian hukum kewarisan
Islam, dan akta Notariil sebagai salah satu alat bukti dalam penyelesaian hukum
kewarisan Islam berikut dengan bentuk format aktanya.

BAB 3 PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah
dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut,
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BAB 2

PERANAN NOTARIS DALAM MELINDUNGI HAK MEWARIS BAGI
ANAK ANGKAT DAN AHLI WARIS LAINNYA DIPANDANG DARI SUDUT
HUKUM ISLAM

2.1. Mengenai Tata Cara Pengangkatan Anak di Indonesia Dan Akibat Hukumnya.

Ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan Suami istri memutuskan untuk
mengadopsi seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang
memutuskan untuk- tidak mempunyai anak schingga hanya ingin lewat adopsi anak
saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh
orangtuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak semakin
dekat dengan kehidupan kita. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diambil
supaya anak angkat tersebut mempunyai kekuatan secara hukum yang berlaku di

Indonesia :
I.  Pihak yang dapat mengajukan permohonan adopsi
a. Pasangan Suami Istii

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam
SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun
1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.
Selain itu juga ada Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan
bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus
kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-
kurangnya sudah kawin lima tahum. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon
anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.
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b. Orang tua tunggal

Ada dua ketetituan yang mengatur pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, yaitu |
1. Staatblaad 1917 No. 129,

Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang |
selain memungkinkan pengangkatan anak oleh orang yang terikat perkawinan, juga
bagi yang pemah terikat perkawinan (duda atan jands). Namun bagi janda yang
suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak
menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Penganghkatan anak menutut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki
dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan
Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan
mengangkat anak perempuan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983,

Surat Edatan Mahkamah Agung No. 6 tabun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan
anak antar Warga Negara Indonesia (WNJ). Isinya selain menetapkan pengangkatan
yang langsung dilakukan antara orang: tua kandung dan orang tua angkat (private
adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga
negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah
(single parent adoption). Jadi, jika ada orang yang belum menikah atau memutuskan
untuk tidak menikah tetapi ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat
memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk
mengadopsi amak harus  terdebih  dahulu mengajukan  permohonan
pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan
diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan
diajukan kepada panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon
sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada
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Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili
anak yang akan diangkat . Dalam hal calon orang tua angkat didampingi oleh
kuasanya maka hal ini berarti pemohon atau calon orang tua angkat tetap harus badir
dalam pemeriksaan dipersidangan di Pengadilan Negeri.

Adapun isi Permohonan yang dapat diajukan adalah:

a. motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa
depan anak tersebut.

b. penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan
datang.

Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, calon orang tua angkat harus membawa
dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang
saksi itu barus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi calon orang tua
angkat ( baik moril maupun materil ), dan memastikan bahwa anak tersebut betul-
betul akan dipelihara dengan baik.

Dalain hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatn yayasan
sosial maka harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang
bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak. Calon
anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus
pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa
anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat. Permohonan yang
diajukan olel pemohon dalam rangka pengangkatan anak harus dilengkapi dengan :

1. Surat persetujuan dari orang twa kandung berkaitan tentang
pengangkatan anak tersebut

2. Fotokopi identitas (kartu Tanda Penduduk) dari pemohon
3. Fotokopi Buku Nikah
4. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian
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5. Surat keterangan sehat calon orang tua angkat dari dokter

6. Surat keéterangan yang menyebutkan kemampuan ekonomi dari calon
orang tua angkat

7. Akta kelahiran si anak
8. Menghadirkan saksi (miniimal dua ofaing saksi)

Syarat lain yang penting untuk diingat, bahwa agama si anak angkat haruslah sama
dengan agama calon orang tua angkat. Hal ini juga diatur dalam Pasal 39 ayat (3)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang
menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang
dianut oleh calon anak angkatnya. Dalam Pasal 39 ayat (2) juga discbutkan bahwa
pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh memutuskan
hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dalam
Pasal 40 ayat (1) ditegaskan, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak
angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Tetapi tentu saja,
pemberitahuan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan si anak.

Ada beberapa hal yang tidak dipetkenankan (dilarang) dicanturnkan dalam
permohonan pengangkatan anak, yaitu:

a. menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.
b. petnyataan baliwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dati perohon.

Hal ini dilakukan karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat
tunggal, tidak ada permohonan }ain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut
sebagai anak angkat dari pemohon, atan berisi pengesahan saja. Mengingat bahwa
Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan piliak yang hendak melakukan
pengangkatan anak, maka dalam hal ini perlu dipersiapkan segala sesuatunya dengan
baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan
finansial atan ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada
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majelis hakim tentang kemampuan calon orang tua angkat dan kemungkinan masa
depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan
Rumah, deposito dan sebagainya.

Setelah perinohonan ini disetujui Pengadilan, orang tua angkat akan menerima
salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang diperoleh
ini harus-di bawa ke kantor Catatan Sipil setempat untuk menambahkan keterangan
dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah
diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama pihak yang melakukan
pengangkatan anak sebagai orang tua angkatnya.

Akibat hukum yang timbul dari perbuatan pengangkatan anak :
a. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua
angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan
kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak
angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi
wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

b. Waris

memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama,
bagi pihak tertenta yang tunduk pada salab satu hukum. tersebut. Dahulu seorang
warga negara Indonesia bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk
menentukan pewarisan bagi anak angkat. Tapi sejak dikeluarkannya Undang-undang
nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989
pasal 49, yang menggantikan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 49, telah

memberikan ketetapan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam tidak
berlaku lagi adanya pilihan hukum. Amandemen Undang-undang nomor 7 Tahun

1989 menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 adalah suatu hal positif, karena
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Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada
Undang-undang yang lama. Dan peran penting pemerintah dalam mensosialisasikan
Undang-undang nomor 3 tahun 2006 sangatlah diperlukan saat ini, mengingat
Undang-undang ini masih tergolong baru. Kurangnya sosialisasi atas Undang-undang
ini, menurut pendapat penulis dapat menimbulkan kurang efektifnya Undang-undang
ini terutama mengenai hukum kewarisan itu sendiri.

Jadi sejak adanya peraturan tersebut maka orang yang beragama Islam, harus tunduk
pada pengaturan masalah waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai bahan masukan dalam penulisan ini, berikut adalah perbandingan
antara hukum Isiam dan hukum-hukum lain yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai
berikut :

Hukum Islain’

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum
seperti selayaknya anak kandung, termasuk hubungan wali-mewali dan hubungan

waris mewaris dengan orang tua angkat. Karena tidak ada hubungan darah antara

orang tua angkat dengan anak angkatnya. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua
kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Jadi pada
prinsipnya dalam hukum kewarisan Islam, timbul karena adanya adanya hubungan
darah atau arhaam. schingga anak angkat tidak dapat mewaris dari orang tua
angkatnya, namun demikian anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta
peninggalan dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209
Kompilasi Hukum Islarn bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (scpertiga) bagian
dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Hukum Adat:

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat
tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa
misalnya pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu

Universitas Indonesia

Peranan notaris..., Isma Januarti, FH Ul, 2009

e e T

!



22

dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari
orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.
Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang
melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak
tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan
dari bapak angkatnya? Pengadopsian anak angkat di dalam hukum adat Indonesia
harus terang, artinya wajib' dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan
kepala adat.

Hukum Perdata Barat (Kitab Undang-undang Hukum Perdata / B.W.)

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah
anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan scbagai
anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang
tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan
perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua
kandung dan anak tersebut. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung
dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku
sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 KUHPerdata dan
berlaku “legitieme portie” Pasal 913 sampai dengan Pasal 929;

Undang-uhdang No. 4 tahuh 1970 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Undang-
undang ini ditentukan motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum
tentang pengangkatan anak, yaitn untuk kepentingan kesejahteraan anak. Pasal 12
berbunyi:

i.  pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan
mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

! Muhammad Buddiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, (Jakarta :
AKAPRESS, 1991).
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ii. kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah .

iii. pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan yang dilakukan
dilvar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

2.1.1.S¢jarah Pengangkatan Anak Dalain Islain

Tradisi pengangkatan anak yang memberi status anak angkat sama dengan

anak kandung pernah terjadi pada jaman sebelum dan awal Islam. Tradisi itu pemah
pula dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Sebelum beliau menerima kerasulannya.
Kemudian kehadiran syariat Islam yang ditegakkan atas kebenaran dan kejujuran
untuk membina masyarakat dengan landasan yang murni dan wajar dalam mengatur
susunan keluarga berlandaskan hukum-hukum yang teliti®- secara tegas
mengharamkan tradisi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an surat Al-
Ahzab (surat 33) ayat 4, ayat 5, dan ayat 40, yang berbunyi :

-Al Ahzab (sutat 33) ayat 4 :

“ Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia
tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu scbagai ibumu, dan Dia
tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang
demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang
sebenamya dan Dia menunjukkan jalan yang benar, <2

(keterangan : zibar adalah perkatasn seorang suami kepada istriny?,
“Punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku.” Atau perkataan lain
yang sama maksudnya. Adalah menjadi adat kebiasaan orang Arab jahiliyah
bahwa apabila dia berkata demikian kepada istrinya maka istrinya itu haram

2 Musthofa, Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta : Kencana
2008), hal.3 .
% Departemen Agama, Op.cit.
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baginya selama-lamanya. Tetapi setelah Islam datang, maka yang haram
untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya
dengan membayar denda/kafarat )

-Al Ahzab (sutat 33) ayat S :

“ Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak
mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak
mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu,
tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang. “**

(keterangan : maula-maula adalah hamba sahaya yang sudah dimerdekakan
atau seseorang yang felah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat
Huzaifah, dipanggil Manla bin Huzaifah.)

-Al Ahzab (surat 33) ayat 40 :

“ Muhammad itu bukanlah b&pak dari seseorang di antara kamu tetapi dia

adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui

segala sesuatu. “%

(keterangan : Nabi Muhammad saw, bukanlah ayah dari salah seorang
sahabat, karena itu janda Zaid (Zainab) dapat dinikahi olek Rasulullah saw)

2.1.2. Aturan Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam

Pengangkatan abak dalam bahasa Arabiya dikenal dengan istilah tabbani,
yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang scbagai anak.

% Departemen Agama, Op.cit.
¥ Depurtemen Agama, Op.cir.
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Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusnya hubungan
nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat akan menjadi
sama dengan status anak kandung, dan anak angkat tersebut kemudian dipanggil
dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi harta peninggalan orang tua
angkatnya. Nabi Muhammad SAW pemah melakukan pengangkatan anak sebelum
masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian
diganti dengan pama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan
di badapan kaum Quraisy dan beliau berkata : “ Saksikanlah bahwa Zaid aku jadikan
anak angkatku, ia mewarisiku, dan aku pun mewarisinya.” Sikap Nabi Muhammad
SAW pada saat itu merupakan cerminan tradisi yang berlaku pada saat itu. Oleh
karena Nabi menganggap Zaid sebagai anaknya, maka para sahabat memanggilnya
dengan Zaid bin Muhammad®-. Demikian pula yang pemah dilakukan oleh sahabat
Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat
persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW
diangkat menjadi Rasul, turunfah surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5, dan ayat 40 yang
pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya
sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan
dengan peristiwa Zaid bin Harisah®’-, Melalui peristiwa asbab an-nuzul ayat al-
Qur’an terscbut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan,
karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktekannya, tetapi dalam pengangkatan
anak tersebut tidak diperbolehkan untuk mengubah status nasab seseorang, karena
Allah SWT telah menyatakannya dalam al-Qur’an bahwa status nasab Zaid tidak
boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya ayat — ayat
dalam al Qur'an yang menjelaskan pihak — pihak yang menjadi ahli waris tesebut,
maka gugurlah hak anak angkat sebagai ahli waris. Maka kemudian para ulama fikih
bersepakat untuk menyatakan batiwa hukum Islam melarang praktek pengangkatan
anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak yang dilakukan pada

% Mosthofa, Sy, Op.cit, hal. 37- 38.
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masa jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi
anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya,
anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap
anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian
beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan
lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Hal ini juga ditegaskan dalam
Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa : * Anak angkat
adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari — hari, biaya
pendidikan, dan sebagainya beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandumng
kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan dari pengadilan. Esensi penting
yang terkandung dalam Pasal’ 171 huruf (h) tersebut adalah bahwa “ pengangkatan
anak “ itu hanya mengakibatkan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal
kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan hidup sehari
— hari, biaya pendidikan dan semacamnya bagi si anak. Disini dapat dipahami bahwa
pada hakekafnya pengangkatan anak itu tidak dapat' mengubah garis keturunan dan
kekerabatan si anak. Artinya , garis kekerabatan anak angkat tetaplah dlhubungkan
dengan orang tua asalnya, sedangkan antara si anak dengan orang tua angkatnya
tetaplah merupakan orang lain. Hal itu sejalan dengan firman Alish SWT dalam al
Qur’an, surat Al-Ahzab (surat 33) ayat 4, 5, dan 40 yang telah tersebut diatas.

Menurut hukuin Islam, telah ditetapkan bahwa pengangkatan anak hanya
dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Sepanjang tidak memutusken hubungan darah dan hubungan silaturrahmi
antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis (orang tua kandungnya)
dan keluarganya;

b. Anak angkat tersebut tidak mempunyai kedudukan sebagai pewaris dari
orang tua angkatnya, melainkan tetap merupakan ahli waris dari orang tua
kandungnya, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak berkedudukan
sebagai pewaris dari anak angkatnya;
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¢. Anak yang diangkat tersebut tidak boleh menggunakan nama orang tua
angkatnya secara langsung (mengganti nasab), kecuali sekedar sebagai tanda
pengenal atau memudahkan mencari alamat;

d. Orang tua angkat tidak diperbolehkan bertindak sebagai wali dalam
perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketentuan ini kembali menegaskan bahwa prinsip pengangkatan anak
menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang
anak tidak sampai menjadi terlantar dan menderita dalam masa pertumbuhan dan
perkembangannya tanpa merubah nasab dari anak yang di asuh tersebut.

Menurut Zakaria Abmad Al-Barry mengangkat anak yang sangat
membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya tanpa berakibat
hukum seperti pengangkatan anak pada jaman jahiliyah adalah menjadi tanggung
jawab masyarakat secara kolektif dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai fardhu
kifayah ( jika sudali ada muslimin yang menjalankan hal tersebut, maka gugur
kewajiban bagi muslimin yang lain untuk mengerjakannya, misalnya : memandikan
jenasah, melakukan sholat jenasah ). Hukumnya berubah menjadi fardhu ‘ain ( wWajib
bagi scluruh umat muslimin untuk mengerjakannya ) apabila seseorang menemukan
anak terlantar atau terbuang ditempat yang sangat membahayakan nyawa anak
tersebut, karena sesungguhnya jiwa manusia berhak dijaga dan dipelihara-.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada bulan Maret
1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah mengemukakan sebagai berikut :

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah adalah anak yang lahir dari suatu
pernikahan yang sah.

2. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan
(nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat
Islam.

% Musthofa, Sy, Op.cit, hal. 40-41.
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3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan
agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara,
mengasuh, dan mendidik mercka dengan penuh kasih sayang seperti anak
sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh yang
dianjurkan oleh agama Islam;

4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan
dengan UUD 1945, juga sangat merendahkan martabat bangsa Indonesia.

Pengaturan pengangkatan di Indonesia dalam perundang-undangan beberapa
kali mengalami kegagalan karena adanya perbedaan yang mendasar mengenai
konsepsi pengangkatan anak. Rancangan Undang-Urndang (RUU) yang ada
berdasarkan pada konsepsi pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129
dan tradisi pengangkatan anak pada jaman jahiliyah yang berbeda dengan konsepsi
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam mulai masuk dalam perundang-
undangan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dalam pasal 39, pasal 40, dan pasal 41.

2.2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, menurut hukum Islatm pengangkatan
anak tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap hubungan kekerabatan dan
kewarisan. Padahal, antara anak angkat dengan orang tua angkat pada umumnya telah
terjalin hubungan bathin sedemikian rupa sebagaimana layaknya seorang anak
dengan orang tua kandungnya. Hal itu akan lebih dirasakan lagi apabila pengangkatan
anak tersebut telah dilakukan sejak si anak masih bayi.

Pada umumnya, orang tua angkat telah memberikan pengorbanan, baik lahir
maupun bathin, bagi kepentingan anak angkatnya, seperti mencurahkan segenap
perhatian dan kasih sayangnya dalam mengasuh, merawat apabila si anak sedang
sakit, membesarkan dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak angkatnya,
tak ubahnya seperti mengasuh anak kandungnya sendiri. Begitu pula sebaliknya,
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setelah dewasa, tidak jarang anak angkat tersebut yang membantu orang tua
angkatnya dengan bekerja keras untuk mencari nafkah dan penghasilan guna
mencukupi kebutuban hidup sehari — hari bagi keluarga mereka, merawatnya ketika
orang tua angkatnya sedang sakit dan secbagainya. Pokoknya, pada umumnya anak
angkat tersebut setelah dewasa memberikan darma baktinya kepada orang tua
angkatnya, tak ubahnya seperti darma bakti seorang anak kepada orang tua
kandungnya sendiri. Atas dasar itulah, maka cukup adil apabila anak angkat atau
orang tua angkat tersebut menerima bagian dari barta peninggalan melalui wasiat
wajibah. Hal ini juga dalam rangka mencegah supaya anak yang diangkat tersebut
menjadi terlantar setelah sepeninggal orang tua angkatnya.

Sebagaimana berulang kali ditegaskan di dalam al Qur’an bahwa wasiat itu
harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan. Oleh
karena wasiat wajibah itu juga termasuk dalam wasiat, maka penegasan Al Qur’an
tersebut berlaku pula bagi pelaksanaan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu harus
dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan. Menurut Pasal”
195 ayat (2) Kompilasi Hukum Jslam menegaskan bahwa wasiat hanya diperbolehkan
sebanyak-banyaknya scbesar sepertiga dari harta warisan kecuali apabila terdapat
kesepakatan lain dengan ahli waris lainnya, dan kesepakatan tersebut disetujui dengan
ikhlas oleh para ahli warisnya. Begitu pula dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam
juga menegaskan yang pada pokoknya bahwa orang tua angkat atan anak angkat yang
dalam hal ini tidak menerima warisan, maka dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak
- banyaknya sepertiga dari besamya harta peninggalan yang diwariskan. Beberapa hal
yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan wasiat wajibah sehubungan dengan
Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1.  Pencntuan besarnya bagian dari wasiat wajibah, harus
mempertimbangkan bagian dari para ahli waris yang ada.

2.  Jumiah seluruh wasiat, baik wasiat wajibah maupun wasiat — wasiat
lainnya, tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.

Universitas Indonesia

Peranan notaris..., Isma Januarti, FH Ul, 2009



3. Penentuan bagian dari wasiat wajibah itu harus di landasi oleh prinsip
keadilan dan keseimbangan.

Sedangkan akibat hukum dari penerapan prinsip keadilan, keseimbangan dan
pembatasan maksimum besarnya suatu wasiat ( termasuk wasiat wajibah ) sebanyak-
banyaknya adalah sepertiga dari barta peninggalan tersebut adalah :

4. Apabila jumlah anak angkat dari pewatis lebih dari satu orang, imaka bagian
wasiat wajibah seluruh anak angkat sebanyak — banyaknya adalah sepertiga
dari harta peninggalan, yang kemudian di bagi di antara anak angkat yang
ada, dengan ketentuan bagian dari anak laki — laki adalah sebesar dua kali dari
bagian anak perempuan.

b. Apabila sebagian dari anak angkat ada yang telah menerima hibah, hadiah,
atau pemberian lain ( wasiat ikhtiariah ) dari pewaris, sedangkan anak angkat
yang lainnya tidak menerimanya, maka hibah atau wasiat ikhtiariah itu harus
diperhitungkan dalam pembagian wasiat wajibah tersebut.

c. Apabila di samping wasiat wajibah untuk orang tua angkat atan anak angkat
ternyata pewaris di masa hidupnya juga pernah memberikan wasiat ikhtiariah
kepada orang lain, maka jumlah seluruh wasiat, baik wasiat wajibah maupun
wasiat ikhtiariah ( wasiat sunah, yang terserah pada keinginan si pewasiat )
tersebut tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.

2.2.1. Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Pada Masa Sebelum Dan Awal Islam

Dasat pewarisan yang betlaku pada masa sebelum Isjaim adalah pertalian
kerabat ( al-qarabah ), janji setia ( al-hilf wa al mu’agadah ), dan pengangkatan
anak ( at-tabani ). Dasar pertalian kerabat pada masa itu tidaklah berlaku mutlak,
tetapi hanya ahli waris laki-laki dewasa saja yang berhak mewarisi, karena mereka
- yang secara fisik mampu membela dan mempertabankan keluarga dari serangan
musuh. Anak-anak perempuan dianggap tidak berbak untuk mewarisi. Contohnya
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adalah pada masyarakat Arab pada jaman jahiliyah yang menganut sistem unilateral
patrilineal murni, dimana pada saat itu yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki, |
saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki paman. Janji setia merupakan perjanjian
kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menyatakan dengan sungguh-sungguh
saling mewarisi apabila salah satu pihak meninggal dunia. Tujuan terpenting dari
kerja sama ini adalah untuk memperoleh rasa aman. Apabila salah satu pihak
meninggal dunia, maka pihak yang lain mewarisi seperenam bagian yang
pemberiannya diprioritaskan, baru kemudian sisanya dibagikan untuk ahli waris,
Setelah masuknya Islam, maka dasar dari pewarisan berubah lebih baik, sesuai
dengan yang telah diatur dalam al Qur,an. Dalam ajaran Islam, yang disebut sebagai |
ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang telah
meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada selalu menerima harta
peninggalan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat kepada pewaris, schingga
menutup yang lebih jauh berdasarkan urutan atau nasabnya, yang terdiri dari -

I." Ahli waris laki-laki

’

Ahli waris laki-laki juilahtiya ada 15 (lima belas) orang dengan urutan sebagai
berikut :

a. Anak laki-laki,

b. Bapak kanduilg,

¢. suami,

d. cucu laki-laki dari garis anak laki-laki,

¢. Kakek, yaitu ayahnya bapak,

2 ydris Djakfar dan Tavfik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Yakarta : PT.Dunia
Pustaka Jaya, 1995), hal.57-67.
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Saudara laki-laki sekandung,

Saudara laki-laki sebapak,

Saudara laki-laki seibu,

Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) sekandung,
Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakait) yang sebapak,

Sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang
sckandung,

Sepupu (misan) laki-laki sebapak; yaitu anak laki-laki dari paiman sebapak,

m. Orang laki-laki yang memerdekakan budak.

Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, maka yang berhak
mendapatkan warisan di antara mereka hanya tiga orang, yaitu anak laki-laki,
bapak, dan suami.

II. Ahli waris perempuan

Ahli watis perempuan juimlahnya ada 10 (s¢puluh) oraig, déngai finciain sebagai
berikut :

a. Anak perempuan,

b.

C.

d.

Cucu petempuan dari anak laki-laki, seterusnya kebawah dari gatis laki-laki,
Ibu kandung,

Nexiek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki,

Istri, |

Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan,
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g. Saudara perempuan sekandung,
i. Saudara perempuan seibu,
j. Perempuan yang memerdekakan budak.

Jika ahli waris perempuan yang tetsebut di ates semuanya ada, maka yang
mendapatkan warisan hanya tiga orang, yaitu : ibu, anak perempuan, dan isteri.

Ada tiga macam golongan dari ahli waris :
1. Ahli Waiis Dzawil Fuiudh

Merupakan ahli waris yang mendapat bagian tertentu, yang terdiri dari 12
(dua belas) orang. Mereka adalah : suami, isteri, anak perempuan, bapak, ibu,
kakek, nenek, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara
peremm!aﬁ sebapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Dasar
hukumnya adalah firman Allah SWT didalam al Qur’an, surat An-Nisa’ ayat
11, 12, dan 176. Dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 177 — 185.
Catatan : ketentuan bagian setiap ahli waris dzawil furudh selalu berubah
sesuai dengan keberadaan ahli waris lainnya.

2. Alili Waris *Ashabah

Ahli wans ‘ashabah ialah ahli waris yang menerima bagian sisa dari harta
peninggalan setelah dikurangi bagian ahli waris dzawil furudh (bagian-bagidn
tertentu). 'Bagi&;nnya tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga mereka
mempunyai kemungkinan mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli
waris yang telah pasti bagiannya atau mendapatkan sisa harta sesudah
pembagian, atau tidak menerima bagian sama sekali karena sudah habis
diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti. Golongan ini terdiri
dari 10 (sepuluh) orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dan perempuan
dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak perempuan
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dan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman sekandung,
anak perempuan dan laki-laki dari paman sekandung, paman seayah, anak
perempuan dan laki-laki dari paman seayah, paman seibu, anak perempuan
dan laki-laki dari paman seibu.

Menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi’i, ashabah ada 3 (tiga) macam, yaitu®® :

a. Ashabah binafsihi
Ashabah binafsihi adalah orang yang menjadi ashabah karena kedudukan
dirinya sendiri. Mereka itu adalah :
Anak laki-laki, bapak dan saudara laki-laki. Prinsip keutamaan antara para
ashabah binafsihi, yaitu apabila terdapat ashabah binafsihi yang sama
derajatnya maka mereka akan mendapatkan bagian yang sama.

b. Ashabah bil ghairi
Ashabah bil ghairi adalah ashabah dengan sebab orang lain atan wanita yang
menjadi ashabah (yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu) karena
ditarik oleh scorang laki-laki. Jadi asalnya dia bukanlah ashabsh tetapi
seorang dzul fara’idh (ahli waris yang mendapatkan harta peninggalan secara
bagian tertentu dalam keadaan tertentu). Dalam hal ini laki-laki yang
menariknya menjadi ashabah adalah saudara dari perempuan tersebut yang se-
usbah dan sederajat. |
Ahli waris yang masuk dalam golongan ashabah bil ghairi adalah :
1) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
2) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki

¢. Ashabah ma’al ghairi
Ashabah ma’al ghairi adalah saudara perempuan yang mewaris bersama-sama
dengan keturunan perempuan dari pewaris, dengan demikian keturunan
perempuan tadi mendapatkan bagian tertentt yang sesuai dengan
kedudukannya sebagai dzul fara’idh dan sisanya kemudian diberikan kepada

* Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadit, (Jakarta : Tintamas,
1982, cet.ke-6), him.20.
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saudara perempuan sehingga saudara perempuan pewaris ini disebut sebagai
ashabah ma’al ghairi atau menjadi ahabah karena mewaris bersama orang lain
dalam hal ini keturunan perempuan pewaris.

3. Ahli Waris Dzawil Arhaim

Adalah keluarga jauh dari si pewaris dan tidak disebut dalam urutan ahli waris
yang telah diuraikan diatas. Dzawil arham ini memiliki hubungan dengan
pewaris, tetapi tidak fermasuk ahli waris dzawil furudh dan ahli waris
‘ashabah. Ahli waris ini baru berhak atas harta peninggalan apabila ahli waris
dzawil furudh dan ‘ashabah tidak ada.

Garis hukuin yang dijabarkan dalam hadis Zaid bin Tsabit yang dibuat oleh
Sajuti Thalib, yaitu :

a. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki,
kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan;

b. Cucu perempuan melalui anak Iaki-laki menempati tempat anak
perempuan, kalau tidak ada amak laki-laki dan tidak ada anak
perempuan ;

¢. Cucu laki-laki melalni anak laki-laki yang menempati tempat anak
laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan
itu iewaris dan menghijab sama seperti anak laki-laki,

d. Cucu perémpuan melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak
perempuan Kkalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak
perempuan itu mewaris dan menghijab sama seperti anak perempuan.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang lazim. Kehadiran dari anak
angkat dimasukkan sebagai bagian dari kelvarga besar bapaknya yang status
hukumnya sama dengan amak kandung termasuk sebagai ahli waris. Sedangkan
hubungan dengan ayah kandungnya terputus. Islam diturunkan untuk

Universitas Indonesia

Peranan notaris..., Isma Januarti, FH Ul, 2009



36

menyempurnakan ajaran sebelumnya, baik pada masa jahiliyah ataupun pada masa
awal Islam diturunkan. Hukum kewarisan pada masa awal Islam belum mengalami
perubahan, karena pada masa itu Islam lebih memprioritaskan ajarannya pada
pembinaan aqgidah. Ketika Islam telah sempurna diturunkan, dasar pewarisan yang
diteruskan hanya yang pertama, sedangkan yang lainnya ditiadakan. Menurut ulama
fikih, dasar pewarisan dalam Islam adalah pertalian darah (algarabak), hubungan
perkawinan (al-musaharah), dan memerdekakan hamba sahaya (wala’). Dalam hal
ini, anak angkat tidak termasuk dalam kategori tersebut, karena anak angkat bukan
satu kerabat atau satu keturunan dengan kedua orang tua angkatnya, dan bukan pula
lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak
angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling
mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar
hubungan darah (al-qarabah).

2.2.2. Kemungkinan Anak Angkat Mendapatkan Bagian Warisan Menurut Hukum
Islam

Yang menjadi dasar utama dalam kewarisan Islam adalah harus ada
hubungan darah atau famili antara pewaris dengan para ahli waris. Dengan adanya
anak angkat dalam suatu keluarga, dimana anak angkat tersebut tidsk memiliki
hubungan darah dengan pewaris atau orang tua angkatnya, maka ia tidak dapat ikut
mewaris atau mendapatkan warisan. Hal ini dapat dikecualikan jika anak yang
diangkat tersebut masih mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya,
misalkan saja yang diangkat sebagai anak angkat tersebut adalah keponakannya
sendiri yang masih ada hubungan darah, maka masih ada kemungkinan dia dapat
berhak mendapatkan warisan tersebut, namun bukan dalam kedudukannya sebagai
anak angkat melainkan sebagai mawali atau penggantian apabila orang tuanya sudah
meninggal dan pewaris meninggal dalam keadaan kalalah, yaitu meninggal dengan
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tidak mempunyai keturunan. Sehingga dalam kasus ini orang tua kandung dari anak
angkat tersebut merupakan ahli waris dari pewaris.

Hukum Islam melarang adanya pengangkatan anak, namun dalam masyarakat
sering dijumpai pengangkatan anak yang kadang-kadang dikemudian hari
‘menimbulkan perselisihan atau persengketaan dalam hal pembagian harta warisan
harta peninggalan si pewaris. Dalam pembagian harta peninggalan anak angkat ada
kemungldnan untuk mendapatkan bagian dari warisan, hal ini bisa terjadi karena
disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu :

1. Kemungkinan anak yang diangkat masih mempunyai hubungan darah dengan
orang tua angkatnya, misalnya keponakan. Anak angkat yang demikian
mempunyai hak untuk mewaris atau mendapatkan bagian warisan, tetapi tidak
dalam kedudukannya scbagai anak angkat, melainkan sebagai pengganti dari
orang tuanya yang berhak mendapatkan bagian warisan tetapi telah meninggal
terlebih dahulu. Jadi anak angkat ini bertindak sebagai mawali atau ahli waris
pengganti bagi orang fua kandungnya. Disamping sebagai mawali, juga
dimungkinkan pula anak angkat tersebut akan mendapatkan bagian warisan
melalui wasiat atau hibah, yang akan mengurangi dahulu jumlah dari harta
peninggalan yang akan dibagikan tersebut.

2. Kemungkinan anak yang diangkat fersebut sama sekali tidak ada bubungan
darah dengan orang tua angkamnya, misalnya mengangkat anak yatim dari
panti asuban. Pengangketan yang demikian ini kadang-kadang akan
menimbulkan persoalan atau kesulitan pada saat orang tua angkatnya
meninggal;"apakah‘anak tersebut bethak sebagai ahli waris dan menerima
bagian dari harta warisan atau tidak mendapatkan apapun dari harta
peninggalan orang tua angkatnya tersebut. Dalam al Qur’an surat al-Ahzab
(surat 33) ayat 4 dan 5, melarang adanya pewarisan untuk anak angkat,
dengan demikian maka anak tersebut tidak ada hak untuk menjadi ahli waris
sehingga tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua
angkatnya dalam kedudukannya sebagai anak (angkat). Anak angkat hanya
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dimungkinkan mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua
angkatnya melalui jalan hibah wasiat sebanyak maksimal sepertiga dari harta
peninggalan, yang dilakukan pada saat orang tua angkamya tersebut masih
hidup.
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga cara bagi anak
angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua
angkatnya, yaitu : :

1. Sebagai mawali, jika anak angkat tersebut masih memiliki hubungan

darah atau hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya.
2. Sebagai wasiat dari orang tua angkatnya.
3. Sebagai hibah dari orang tua angkatnya.

Ketentuan wasiat adalah tidak boleh lebih dari sepertiga bagian dari
harta peninggalan’ setelah dikurangi dengan seluruh keperluan pewaris,
termasuk kewajiban yang harus dibayar dan diselesaikan terlebih dahulu yang
tentu saja hal ini akan mengurangi jumlah dari harta peninggalan dan
mengurangi  hak dari ahli waris yang sah. Kewgjiban lain yang harus
diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli

waris tersebut meliputi :*'

a. Zakat atas harta peninggalan si pewaris
Yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang
semestinya harus- dibayarkan oleh si mayat, akan tetapi zakat tersebut
belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal dunia, maka untuk ini
zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut, seperti
zakat pertanian, dan zakat harta. '

b. Biaya-biaya untuk pengurusan jenasah
Termasuk biaya-biaya untuk perawatan yang diperlukan oleh orang yang
meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya.

* Subrawardi K. Lubis dan Komis Simanjunts, Hukum Waris Isiam, ( Jakarta : Sinar
Grafika, 2004 ), hal.48.
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Biaya tersebut meliputi juga biaya memandikan, mengkafani, mengusung
dan menguburkannya. Biaya ini diambilkan dari harta peninggalan si
pewaris mehurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihan ataupun tidak
kurang.

Penyelesaian hutang piutang si pewaris

Seluruh hutang-hutang si pewaris harus dilunasi, yang diambil dari harta

peninggalan si pewaris. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan
oleh Ahmad, yang artinya berbunyi sebagai berikut :
« Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan hutangnya, sehingga
hutang tersebut dilunasi
Juga penyelésaian terhadap kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT yang
belum sempat ditunaikan, seperti membayar zakat dan pergi haji jika
mampu.
Penyelesaian wasiat dari si pewaris
Pelaksanaan wasiat ini harus didahulukan sebelum pembagian harta
peninggalan kepada ahli waris yang sah, karena apabila harta peninggalan
dibagikan terlebih dahulu kepada para ahli waris maka ditakutkan tidak
ada sisa harta peninggalan sedikitpun yang seharusnya diterimakan kepada
si penerima wasiat, dalam hal ini, misalnya kepada anak angkat yang
bukan merupakan bagian dari ahli waris”’. Hal ini sejalan dengan hadis
yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya berbunyi sebagai berikut :
“ (kamu -berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu adalah banyak
Sesunggukinya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam
kéadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam
keadaan miskin, kemudian mengemis kepada orang lain.
Kedudukan Dan Hak Mewaris Dari Anak Angkat Dan Ahli Waris
Lainnya.

*2 Fatchur Raliman, [llmu Waris, (Bandung: PT.Al ma’arif, 1981), him.43-50.
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Sedangkan dalam proses pelaksanaan pembagian harta peninggalan,
diperhatikan semua hal yang bersangkutan dengan harta peninggalan dari seorang
almarhum, diantaranya :

1. Surat ketetapan dari Pengadilan Agama tentang ahli waris almarhum dan
bagian dari masing-masing ahli waris atau surat keterangan waris oleh para
ahli waris yang diketahui oleh lurah dan camat setempat.

2. Bukti kepemilikan dari harta peninggalan almarhum, baik harta yang bergerak
maupun harta yang tidak bergerak.

3. Wasiat yang dilakukan oleh almarhum pada saat semasa hidupnya, yang pada
umumnya dilakukan dihadapan Notaris dan harus disaksikan oleh minimal
dua orang saksi.

4. Hibah yang dilakukan semasa hidupnya yang dibuat oleh Notaris dan apabila
hibahnya berkenaan dengan tamah, maka yang dibuat oleh pejabat pembuat
akta tanah (PPAT).

5. Keterangan dari balai harta peninggalar, merupakan instansi yang berwenang
yang berhak menerangkan ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh Notaris.

Menurut pendapat bapak H. Aceng Toha AQ, Lc, seorang ulama yang juga
menjabat sebagai Ketua Badan Amil Zakat yang bertempat di Gedung Dakwah
Majelis Ulama Kota Depok, “ Bahwa antara wasiat dengan hibah mempurtyai
perbedaan, yaitu apabila wasiat dilaksanakan setelah si pembuat wasiat meninggal
dunia, sedangkan hibah dilaksanakan pada waktu pemberi hibah tersebut masih
hidup. Dalam hibah harta yang dihibahkan akan diambil dari si pemilik karena hibah
merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki ; sedangkan harta yang
diwasiatkan diambil dari ahli waris karena wasiat adalah pemberian suatu benda dari
pewaris kepada orang lain yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang
tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai
baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat
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dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat
wajibah, yaitu suatu wasiat yang dianggap telah dibuat oleh pewasiat meskipun
sebenarnya pewasiat tidak pernah membuamya. Wasiat wajibah ini ditujukan bagi
orang tua angkat dan anak angkat, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta
warisan.Ketentuannya adalah bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi
berdasarkan ketentuan yang ada (KHI), sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak
menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan anak
angkatnya, sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat juga diberi
wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

Wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau
hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberikan putusan wajib wasiat
bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam
keadaan tertentu®>. Adapun disebut sebagai wasiat wajibah karena :

I. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban
melalui peraturan perundang-undangan atay putusan pengadilan tanpa
bergantung pada kerclaan orang yang berwasiat dan dengan persetujuan si
penerima wasiat.

2. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam
penerimaan laki-laki, yaitu sebanyak dua kali lipat dari bagian perempuan™.

Berkaitan dengan anak angkat, pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menentukan :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai
dengan 193 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, sedangkan terhadap
orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.

» Ibid, bal.131.
34 Ibid hal.132.
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2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan
wasiat wajibah kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat sebagaimana
orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala
kebutuhannya. Kendati secara dalil nagli tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi hal
itu dapat dikaitkan dengan firman Allah SWT, antara lain dalam al-Qur’an surat Al-
Maidah (surat 5) ayat 106, yang berbunyi :

“ wahai orang-orang yang beriman, apabila salah scorang diantara kamu
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat
tesebut disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang
yang berlainan agama dengan kamu®. Jika kamu dalam perjalanan di bumi
lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan ke dua saksi itu
setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-
ragu, “ demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah
ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian
Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang
berdosa.

dan surat Az-Zariyat (surat 5T) ayat 19, yang berbunyi :

“ Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan
orang miskin yang tidak meminta. “3 ‘

Sedangkan mengenai ketentuan besarnya wasiat, ada 2 (dua) pendapat, yaitu ;

3 Keterangan : Sumpah itu dikembalikan, meksudnya ialah sumpah saksi-saksi yang
berlainan agama tersebut ditolak dengan bersumpahnya saksi-saksi yang terdiri dari kerabat, atau
berarti orang-orang yang bersumpah itu akan mendapat balasannya di dunia dan di akhirat, karena
telzg mezlgl&lkm sumpah palsu. Al Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya, (Bandung : PT Syaamil Cipta
Media, ).

5 Departemen Agama, Op. cit.
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- sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan sesuai dengan
Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Saad bin Abi Waqqas :

“Aku menderita sakit, kemudian Nabi Muhammad SAW
mengunjungiku dan aku bertanya kepada beliau : “Wahai Rasulullah
SAW berdoalah untukku kepada Allah SWT, semoga Dia tidak
menolakku.” Beliau bersabda : “ Semoga Allah SWT meninggikan
(derajat) mu, dan manusia fain akan memperoleh manfaat dari kamu.”
Aku bertanya : “ Aku ini punya harta dan tidak ada yang mewarisinya
selain dari satu-satunya anak perempuanku, apakah aku sedekahkan
saja dua pertiga dari hartaku itw ? sabda Rasulullah SAW,
“sidak*. Kafaku seterusnya bagaimana kalau seperduanya ? Sabda
Rasulullah “ tidak %, seperdua itu banyak.” Aku bertanya (lagi) :
“bagaimana kalau sepertiga?” Kemudian beliau menjawab : “Orang-
orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka.”

- Hadis riwayat Bukhari dan Muslim :
“Ibnu Abbas berkata : “Alangkah baiknya kalau manusia mengurangi
wasiatnya dari sepertiga menjadi seperempat, karena Rasulullah telah
bersabda : “ sepertiga, tapi sepertiga itu pun banyak “

Tapi, dikemudian hari yang lazim digunakan untuk memberikan hibah kepada anak
angkatnya atau pemberian wasiat wajibah adalah maksimal sepertiga bagian dari
harta peninggalan orang tua angkat tersebut.

Dasar hukum penentuan dari wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-
pendapat para ulama sebagai berikut :

a. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat
menerima pusaka diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabiin besar ahli
fikih dan ahli hadist, antara lain Said bin Al-Musayyab, Hasan Al-Basry,
Tawus Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibn Hazm.
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b. Pemberian sebagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada kerabat-
kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat
merupakan pendapat mahzab Ibn Hazm, yang dinukil dari fugaha tabiin dan
pendapat Ahmad.

c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada
cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga bagian dari harta
peninggalan, adalah didasarkan ddri pendapat Ibn Hazm dan kaidah
syar’iyah :

“ Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan
perkara yang diperbolehkan (mubah), karena ia berpendapat bahwa
hal itu akan membawa kemaslahatan wmum. Bila penguasa
memerintahkan demikian, maka hal tersebut wajib untuk ditaati. ™

Sedangkan pokok- pokok materi hukum kewarisan dalam kompilasi dapat
diuraikan sebagai berikut :*’

1.
2.
3.

Secara garis bésar tetap berpedoman kepada garis-garis hukum faraidh.
Tetap menempatkan status anak angkat di luar ahli waris.

Porsi tetap ( bagian ) anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi,
bagian anak laki-laki tetap dua banding satu ( 2:1 ) dengan bagian anak
perempuan, tetapi melalui perdamaian dapat disepakati oleh para ahli
waris jumlah pembagian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 176
Kompilasi Hukum Islam. a

Penertiban warisan yang di peroleh anak yang belum dewasa. Selama ini
belum ada penertiban di kalangan masyarakat Islam atas perolehan harta
peninggalan yang di terima oleh anak yang belum dewasa. Pengurusannya
dan pemecliharaannya discrabkan berdasarkan kepercayaan saja kepada

% Saifuddin Arief, Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum waris Islam,
(Jakarta : Darunnajah Publishing, 2008), hal.219-220.
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salah seorang kaum kerabat tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban.

Akibatnya pada saat anak menjadi dewasa, harta tersebut telah lenyap

disalahgunakan oleh orang yang menguasainya. Oleh karena itu dalam

Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, menggariskan suatu kepastian

penegakan hukum atas masalah itu.

. Melembagakan “ penggantian tempat sebagai ahli waris “ ( plaats

vervulling ) secara modifikasi.

. Ayah angkat berhak atas 1/3 ( sepertiga ) bagian dari Harta Peninggalan

sebagai wasiat wajibah.

. Penertiban dan penyeragaman hibah, yang pada intinya :

a. Umur penghibah minimal adalah 21 ( dua puluh satu ) tahun

b. Pembatasan jumlah harta yang boleh dihibahkan, artinya jumlah harta
yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 ( sepertiga ) dari jumlah
harta keseluruharinya

c. Hibah dapat’ diperhitungkan sebagai warisan

. Harta bersama atau harta gono-gini antara suami dan istri. Ada bermacam-

macam harta suami isteri (Syirkeh) dalam perkawinan, yang dapat

dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

a. Harta masing-masing suami-isteri yang telah dimiliki sebelum mereka
melangsungkan perkawinan, baik berasal dari warisan, hibah, ata
usaha mereka sendiri-sendiri dan ini dapat disebut sebagai harta
bawaan.

b. Harta masing-masing suami-isteri yang dimilikinya sesudah mereka
berada di dalam hubungan perkawinan. Tetapi diperolehnya bukan
dari usaha mereka (dari hibah), disebut juga sebagai harta bawaan.

c. Harta yang diperoleh sesudah mercka berada dalam hubungan
perkawinan atas usaha berdua atau usaha salah seorang dan inj yang
disebut sebagai harta pencarian atau gono-gini.
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2.2.4 Manfaat Dari Pengaturan Hak Atas Anak Angkat

Dewasa ini, sering terjadi sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut
menjadi perkara di pengadilan agama yang ternyata penyebabnya karena adanya
kehadiran anak angkat dalam keluarga si pewaris. Perbedaan akibat hukum
pengangkatan anak terhadap anak angkat sebagai ahli waris, sebagaimana terjadi pada
tradisi pengangkatan anak di jaman jahiliyah: Sering terjadi konflik antara abli waris
dengan anak angkat, apalagi kalau yang bersangkutan menuntut pembagian harta-
warisan menurut hukum adat, atau hukum lainnya, yang belum tentu mencerminkan
keadilan menurut pandangan Islam. Bahkan, konflik itu dapat terjadi diantara sesama
anak angkat, karena orang tua angkatnya tidak memiliki anak kandung dan kemudian
mengangkat lebih dari seorang anak angkat,

Sengketa antara anak angkat dan para ahli waris lainnya yaang merasa lebih
berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, pemah terjadi sebagaimana dalam
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342/AG/2000, tanggal 30
Januari 2001. Sepasang suami-isteri yang selama perkawinannya tidak dikaruniai
anak kandung, kemudian mereka mengangkat anak angkat sebanyak empat orang,
tiga orang wanita dan satu orang laki-laki. Suami-isteri tersebut kemudian
meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bersama. Menurut
hukum waris adat, harta tersebut harusnya diwariskan kepada anak angkat mereka
tersebut. Kedudukan saudara-saudara kandung almarhum tidak berhak mewarisinya,
karena haknya telah tertutup dengan adanya hak mewaris dari anak angkat tersebut.
Hal ini merupakan suatu keputusan yang tentunya sangat tidak sesuai dengan hukum
Islam.

Untuk melengkapi tulisan di atas, berikut ini akan dibahas contoh sengketa
yang terjadi dan putusan hakim yang ditetapkan yntuk menyelesaikan kasus sengketa
tersebut, yaitu Putusan Mabkamah Agung Republik Indonesia Nomor
342.K/AG/2000, tangal 30 Januari 2001.
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Kasus Posisi “ Hibah Harta Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Islam ¢, Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342.K/AG/2000, tanggal 30 Januari
2001.
A. Analisis Yuridis Penerapan Hubungan Hukum Antara Anak Angkat
Dan Orang Tua Angkat Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Menurut
Hukum Islam.

A.1. KASUS POSISI :

(1) Warga kabupaten Cimahi, Pasangan suami-isteri H. Inggi Martadisastra
(H.A.Socbandi) dan Hj. Sarnasih binti Suantadireja. Pemeluk agama Islam,
selama perkawinannya, mereka tidak dikaruniai anak kandung.

(2) Suami-istéri tersebut kemudian mengambil anak sebagai anak angkat mereka,
yaitu :

a. Ida Sunarsih, anak dari orang lain yang tidak ada hubungan darah atau
hubungan famili

b. Farida binti Suantadireja (keponakan dari pihak isteri)

¢. Dodo binti Oni (keponakan)

d. Nining binti Sumarna (keponakan)

(3) Suami-isteri H.Inggi dan Hj. Sarnasih tersebut diatas selama perkawinannya

telah memiliki barang tetap dan barang bergerak, berupa :

a. Sejumiah tanah dan sawah;

b. Beberapa buah mesin diesel yang berfungsi untuk penggilingan padi serta
‘ beberapa mesin tenun ;

¢. Sejumlah perhiasan emas dan berlian ;

d. Kendaraan bermotor reda empat dan roda dua ;

e. Sejumlah uang tunai bernilai jutaan rupiah.

(4) Sebagian besar “ Harta Bersama “ milik suami-isteri H.Inggi dan Hj.Sarnasih
tersebut, berupa sejumlah sawah ladang; mesin-mesin penggilingan padi ;
kendaraan mobil dan motor telah dihibahkan oleh keduanya kepada anak
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angkatnya, yaitu Ida Sunarsih, dengan akta hibah nomor 59/ tahun 1978 yang
dibuat dihadapan Notaris PPAT .

(5) Pada tanggal 21 Mei 1994, H. Inggi Martadisastra meninggal dunia. Harta
Peninggalannya diurus oleh jandanya Ny.Hj. Sarnasih binti Suantadireja
beserta anak angkatnya Ida Sunarsih.

(6) Sisa dari Harta Peninggalan almarhum H.Inggi kemudian dihibahkan oleh
jandanya kepada anak angkatnya yang lain, yaitu :
a. Ny. Farida binti Suantadireja memperoleh sawah seluas 4.600 M2
b. Nining binti Sumarna memperolch sebidang sawah
¢. Dodo bin Oni diberi vang tunai senilai Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah )

(7) Pada tanggal 5 Juli 1996, janda Ny.Hj.Sarnasih binti Suantadireja meninggal
dunia

(8) Beberapa bulan kemudian timbullah sengketa antara anak-anak keponakan
almarhum H. Inggi Martadisastra dengan anak-anak keponakan almarhumah
Ny.Hj. Sarnasih binti Suantadireja, disatu pihak melawan empat orang anak
angkat suami-isteri H.inggi Martadisastra dan Ny.Hj. Samnasih almarhum serta
para saudara kandungnya.

(9) Anak keponakan almarhum H.Inggi Martadisastra adalah Lili bin Adi dan Nyi
Mas binti Je’oh dan kerabat-kerabatnya. |

(10) Anak keponakan almarhumah Ny.Hj. Samasih, adalah :

a. Karsim — Darju — Rasdi — Mimi bin Omo
b. Momon Joyoh — Dani — Atin — Asep bin Odo
¢. Cucu— Lukman — Jana— I’in bin Aca

(11) Sengketa antara anak angkat melawan saudara kandung dan anak keponakan
almarhum dan almarhuma H.Inggi dan Ny.Hj. Sarnasih tentang “ Harta

Peninggalan “ almarhum tersebut, berakhir dengan diajukannya Gugatan
Perdata ke Pengadilan Agama Cimahi. Anak keponakan almarhum Lili bin
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Adi dan Karsim bin Omo serta Momo bin Odo dan Cucu bin Aca serta
saudara kandung almarhumah Warma bin Suantadireja dan kerabat-
kerabatnya melawan para Tergugat : empat orang anak angkat almarhum :
Ny.Ida Sunarsih, Ny.Farida binti Suantadireja, Dodo bin Oni, dan Ny.Nining

binti Sumama.

(12) Dalam Surat Gugatan ke Pengadilan Agama Cimahi tersebut oleh para
Penggugat diajukan tuntutan yang pokoknya adalah sebagai berikut :
a. Mengabulkan gugatan seluruhnya ;
b. Menyatakan menurut hukum, bahwa ahli waris yang sah dari almarhum suami-
isteri H.Inggi dan Hj. Sarnasih , adalah :
- para Penggugat

- para Tergugat dua (Ny.Farida binti Suantadireja), Tergugat tiga (Dodo bin
Oni), Tergugat empat (Ny. Nining binti Sumarna) adalah ahli waris yang
sah dari suami-isteri almarhum H.Inggi dan almarhumah Ny.Hj. Sarnasih

c. Menyatakan seluruh Hibah kepada Tergugat satu (Ny.Ida Sunarsih) adalah

batal demi hukum, kecuali sebatas sepertiga bagian saja dari seluruh “ Harta
Peninggalan “
d. Menyatakan menurut hukum, bahwa :
Para Penggugat
Tergugat dua ( Ny.Farida binti Suantadircja )
Tergugat tiga ( Tn,Dodo bin Oni )

Tergugat empat ( Ny.Nining binti Sumarna )
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Adalah sebagai Ahli Waris yang sah, yang berhak atas dua pertiga bagian dari *
Harta Peninggalan “ , dengan pembagian sebagai berikut ;

1.

VIIL

VIIL.

Para Penggugat — ahli waris almarhumah Ny.Hj.Sarnasih dan Tergugat dua (
Ny.Farida ) mendapatkan setengah bagian ditambah seperempat dari setengah
bagian Harta Peninggalan setelah dipotong 1/3 ( sepertiga ) bagian yang telah
dihjbahkan kepada Tergugat satu ( Ny.Ida Sunarsih ).

. Para Penggugat — ahli waris dari almarhum H.Inggi Martadisastra dan

Tergugat tiga dan Tergugat empat, berhak memperoleh % ( setengah ) bagian
dikurangi Y4 ( seperempat ) bagian yang felah dihibahkan kepada Tergugat
satu ( Ny.Ida Sunarsih ). '

Menyatakan menurut hukum bahwa hibah yang teldh diterima oleh Tergugat
dua dan Tergugat empat, akan diperhitungkan sebagai warisan yang tidak
terpisahkan dari 2/3 ( dua pertiga ) bagian Harta Peninggalan.

Memerintahkan agar Tergugat satu ((Ny. Ida Sunarsih-anak angkat) untuk
menyerahkan 2/3 ( dua pertiga ) dari seluruh Harta Peninggalan kepada para
Penggugat kecuali hibah yang telah diterima oleh Tergugat dua, Tergugat tiga,
dan Tergugat empat. Bila penyerahan tersebut tidak mungkin in ratura, maka
penyerahan berupa uang akan dilakukan berdasarkan eksekusi lelang.

Menya’_cakan seluruh sita jaminan yang telah dilakukan adalah sah dan
berharga.

Ataw/Subsidair : Mohon putusan yang adil.

(13) Dalam pesidangan Pengadilan Agama, pihak Tergugat dalam jawabannya
menolak dalil gugatan dari Penggugat dan mengajukan “ Gugatan Rekonpensi “
dengan tuntutan sebagai berikut :
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a. Menyatakan seluruh hibah yang dilakukan oleh suami — isteri H.Inggi dan
Hj.Sarnasih semasa hidupnya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi
ke satu adalah sah.

b. Menyatakan sah sita jaminan.
¢. Menolak seluruh gugatan Penggugat Konpensi.

d. Menyatakan Hibah yang telah dilakukan oleh suami — iteri H.Inggi dan
Hj.Sarnasih almarhum selama hidupaya kepada Tergugat dua dan Tergugat tiga
adalah batal demi hukum.

e. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat dua dan Tergugat tiga dinyatakan sebagai
Harta Waris yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris, termasuk Tergugat
saR.

A.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor
34.K/AG/2000, tanggal 30 Januari 2001.

Analisa yuridis yang dapat disampaikan dalam Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia nomor 342.K/AG/2000, sebagaimana diketahui dalam kasus
posisi diatas bahwa suami-isteri H.Inggi dan Hj. Sarnasih adalah muslim dan secara
hukum, mereka tunduk pada aturan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya.

H.Inggi dan Ny.Hj.Samasih, dihadapan Notaris telah menghibahkan hampir
seluruh Harta Peninggalan mereka, yang merupakan Harta Kekayaan dari “harta
bersama™ berupa tanah sawah, empang serta pabrik penggilingan padi beserta mesin-
mesinnya kepada “Anak Angkat”.

Perbuatan hukum yang menghibahkan seluruh Harta Kekayaan sebagai Harta
Bersama dalam perkawinan mereka adalah sah, karena telah dilakukan sesuai dengan
prosedur ketentuan Undgng-undang yang berlaku. Namun sesuai dengan prinsip
hukum Islam yang berlaku, baik scbelum ataupun sesudah adanya “ Kompilasi
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Hukum Islam “, telah ditentukan bahwa “hibah™ tidak boleh melebihi dari 1/3
(sepertiga) dari seluruh Harta Peninggalan.

Karena itu, dalam kasus ini, Hibah terhadap anak angkat yang sebanyak 1/3
(sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan adalah sah, sebagai “Wasiat Wajibah”,
sedangkan yang sebanyak 2/3 (dua pertiga) bagiannya tersebut adalah batal demi
bhukum. Konsekwensi juridisnya, anak angkat tersebut harus menyerahkan kembali
yang 2/3 (dua pertiga) bagian dari selurub hib#h yang telah diterimanya kepada para
Penggugat (Ahli Waris) yang kemudian akan di bagi menjadi dva bagian masing —
masing sebagai tirkah dari almarhum H.Inggi dan almarhumah Hj.Sarnasih, untuk
dibagi sebagai warisan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan
hukum Islam.

Sebenarnya perihal hak mewaris pada anak angkat hanya terhadap harta gono-
gini dari orang tua angkatnya secara keseluruhan, namun perihal pelaksanaannya hal
tersebut banyak dilakukan dengan jalan musyawarah antara anak angkat dengan para
ahli waris dari orang tua angkatnya yang mempunyai hak atas harta warisan tersebut.
(wawancara dengan Bapak Suko Triyono, S.H. sclaku Hakim Pengadilan Negeri
Kudus pada tanggal 19 April 2005). Adapun sengketa yang banyak terjadi dengan
adanya anak angkat tersebut adalah karena kurang perhatian dari pihak ahli waris dari
orang tua angkat tersebut. Demikian juga karena harta warisan banyak yang dikuasai
oleh ahli waris orang tua angkat antara lain, pihak saudara dari bapak angkat ataupun
ibu angkat (Wawancara dengan bapak Karnoto, S.H selaku Panitera pada pengadilan
negeri Kudus pada tanggal 9 mei 2005)*®

2.3.Peranan Notaris terhadap pembuatan suatu surat wasiat

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang menurut ketentuan Undang -
undang untuk membuat suatu akta otentik yang mencatat apa yang dimintakan untuk

dibuat didalamnya oleh yang berkepentingan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal

) *® Evy Khristiana. Stafus Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam, (Skripsi Universitas
Negeri Semarang, 2005), hal. 65.
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15 ayat (1) Undang — undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan sebagai
berikut :

“ Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta yang otentik tersebut, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan
akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta — akta tersebut tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang telah
ditetapkan oleh Undang — undang. “

Notaris tidak diperbolehkan menolak apabila dimintai bantuan yang berkaitan
dengan profesinya, kecuali ada alasan yang tepat untuk menolaknya. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huref d Undang — undang Jabatan Notaris,
yaitu seorang Notaris harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan
dalam Undang — undang ini, kecuali ada alasan kuat untuk menolaknya. Notaris
dalam pembuatan suatu akta yang kepadanya diberikan kewenangan oleh Undang —
undang, termasuk pula dalam hal ini akta hibah wasiat yang dibuat oleh orang tua
angkat untuk memberikan bagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya,
harusiah mengenal pihak atau para pihak yang menghadapnya. Untuk kepentingan
ini, dapat melakukan dengan melihat identitas dari penghadap/para penghadap atau
meminta keterangan dari orang lain yang dikenalnya (saksi pengenal).

Akta wasiat adalah akta partij ( akta yang dibuat di hadapan Notaris
berdasarkan apa yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak/para pihak yang
mmghadapk@adaNotaﬁs),dmgmdemikianmakaisidmiaktawasiatMmgala
apa yang diperjanjikan para pihak di dalam akta tersebut dan segala akibat hukumnya
bukanlah menjadi tanggung jawab dari Notaris karena Notaris hanya mengkonstantir
keterangan dan kemauan dari para pihak dan memuangkannya ke dalam akta.
Berkaitan dengan rahasia jabatan, Notaris tidak saja wajib merahasiakan sebatas apa
yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan tetapi juga segala apa yang
diketahui dan diberitahukan kepadanya dalam rangka pembuatan akta. Sesuai dengan
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isi sumpah jabatan Notaris, bahwa Notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sehari — hari dituntut haruslah jujur, seksama, dan tidak berpihak, serta wajib
merahasiakan isi akta — akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Notaris harus berupaya untuk mengetahui identitas dan keterangan dari pihak/para
pihak adalah yang sebenarnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa atau
permasalahan hukum yang mungkin kelak dapat terjadi, apabila identitas, status atau
keterangan dari pihak/para pihak tersebut ada yang tidak benar. Notaris dapat
memperoleh keterangan — keterangan yang dibutuhkan tersebut dari orang ~ orang
yang dikenal atau dipercayainya, atau dengan melihat Kartu Tanda Penduduk atau
paspor dan surat — surat lainnya dari orang yang bersangkutan serta meminta
informasi darinya. Hal ini sangat penting bagi Notaris untuk meyakinkan dirinya,
bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar — benar adalah sama
dengan orang yang namanya dicantumkan dalam aktanya tersebut sebagaimana orang
tersebut juga dikenal dalam masyarakat. Seorang Notaris bertanggung jawab atas akta
yang dibuatmya, baik apakah karena tidak terpenuhinya syarat — syarat yang telah
ditentukan oleh Undang — undang dalam pembuatan akta tersebut sebagai sesuatu
yang dapat diancam secara perdata, maupun tindakan — tindakan lain yang mungkin
saja dilakukan oleh seorang Notaris yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak
kejahatan dengan ancaman pidana. Untuk menghindari kelalaian, seorang Notaris
harus selalu meneliti dahulu kebenaran dari setiap dokumen dan surat — surat dari
pihak - pihak yang menghadap dan kalau ternyata seseorang telah memberikan suatu
keterangan yang tidak benar atau palsu, maka orang tersebut harus
mempertanggungjawabkannya secara hukum. Akan fetapi jika Notaris tersebut telah
mengetahui bahwa keterangan atau dokumen yang dibe'nkan oleh orang tersebut
adalah palsu dan ia masih tetap membuatkan aktanya, maka Notaris tersebut dapat
dituntut berdasarkan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
(KUHPidana). Selain dari pembatasan- pembatasan tersebut di atas, isi dari akta

wasiat juga tidak boleh melanggar ketentuan mengenai tata cara pembagian harta

peninggalan menurut agama Islam, mana yang akan diberikan sebagai wasiat wajibah

bagi anak angkat, dimana jumiahnya tidak boleh melebihi dari sepertiga bagian dari
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seluruh harta peninggalan dan mana bagian yang merupakan hak dari ahli waris
lainnya. Jangan sampai menyalahi atau bertentangan dengan hukum Islam, dan
peraturan lainnya yang mengafur tentang pembagian harta warisan secara hukum
Islam. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum,
beliau juga berpesan bahwa sebagai seorang Notaris harus berani berkata tidak, atau
menolak jika ada penghadap golongan muslim yang ingin membuat akta wasiat yang
isinya dan cara pembagiannya tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam
yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena menurut beliau, akta yang
menyimpang tersebut adalah bom waktu bagi Notaris yang sewaktu-waktu pasti akan
mendatangkan masalah dan dapat melibatkan Notaris dalam perkara hukum .

2.3.1.Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Surat Wasiat.

Tanggung jawab seorang Notaris bukan hanya terhadap prosedur pembuatan
surat wasiat dan isi dari akta wasiat tersebut, tetapi juga terhadap pembuat surat
wasiat. Notaris harus memperhatikan epakeh pembuat wasiat tersebut telah
memenuhi syarat-syarat untuk membuat suatu akta wasiat. Sescorang diperbolehkan
untuk membuat surat wasiat, jika telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai
berikut :

a. Mempunyai akal budi (Pasal 895 KUHPerdata)

b. Telah mencapai usia 18 tahun (Pasal 897 KUHPerdata)

Selanjutnya, seorang Notaris harus telebih dahulu memeriksa dan meneliti
dabulu kebenaran setiap dokumen dan surat-surat dari para pihak yang menghadap
dan kalau temyata ada diantara pihak penghadap yang telah memberikan keterangan
yang tidak bepmar atau palsu, maka orang tersebut  haruslah
mempertanggungjawabkannya menurut hukum. Apabila dapat dibuktikan bahwa
keterangan para saksi pengenal adalah tidak benar, maka akan mengakibatkan akta
tersebut tidak ‘mempunyai kekuatan otentik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal
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1877 KUHPerdata. Dalam hal demikian ini, Notaris dibebaskan dari segala tanggung
jawab, sepanjang kesalahan tersebut bukan dari Notaris, lain halnya apabila Notaris
telah mengetahui sebelumnya mengenai ketidak-benaran data yang diberikan oleh
para penghadap, tetapi Notaris tetap membuatkan aktanya berdasarkan keterangan
yang palsu tersebut, maka dalam hal ini Notaris telah melakukan kesalahan dan
pelanggaran dan mengakibatkan Notaris tersebut dapat dikenai sanksi.**

2.3.2.Peranan Notaris Sebagai Pelaksana Pembagian Warisan

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris ( UUIN ) disebutkan
bahwa : “ Notaris berwenang untuk membuat akia otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan atau ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan
perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal dan waktu
pembuatan akta, menjamin kepastian tanda tangan yang terdapat dalam akta,
menyimpan aktanya sebagai bagian dari protokol Notaris, memberikan grosse,
memberikan salinan dan kutipan akta semua itu sepanjang pembuatan akta tersebut
tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
diberikan kewenangan dan ditetapkan oleh Undang-undang, «

Dari pasal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat yang
mempunyai wewenang untuk membuat semua akta otentik tentang perjanjian ataun
perbuatan hukum dan penetapan yang dikehendaki oleh semua pihak. Dalam
pengertian lain, Notaris berwenang untuk membuat semua akta otentik kecuali
ditugaskan oleh pejabat lain yang disebut secara khusus dan jika wewenang tersebut
sudah diberikan kepada pejabat lain maka Notaris tidak berwenang lagi untuk
membuat akta yang bersangkutan. Contohnya adalah Akta kelahiran, yang dibuat
oleh pejabat kantor catatan sipil dan Notaris tidak mempunyai wewenang untuk
membuatnya. Dalam praktik, masyarakat diwajibkan untuk membuktikan tindakan

* Yurika Florin Candrata. Tesis “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta
Wasiat”, (Tesis program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,-
januari 2009), hal.41-43.
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kepemilikan atau tindakan hukum berdasarkan pembuktian dalam Pasal 1867 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) yang berbunyi :

“ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik

«

maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Selanjutnya pada Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“ suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat didalam suatu bentuk
tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau
dihadapan pegawai — pegawai umum yang berwenang untuk itu diwilayah
dimana akta tersebut dibuatnya. “

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriyah.
Artinya kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya
sebagai akta otentik, kemampuan mana yang tidak dimiliki oleh akta
dibawah tangan.

2. Kekuatan Pembuktian Formal.
Artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam
tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut dan selain
daripada itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam
akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya , yakni yang
dilihat, didengar dan dilakukannyasendiri oleh Notaris sebagai pejabat
umum didalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan Pembuktian Material .
Artinya adalah akta tersebut memberikan pembuktian yang dalam
tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta tersebut.
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Perbedaan antara akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang
dengan akta yang dibuat dibawah tangan, adalah :

a. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti ( perhatikan bunyi pasal
dalam UUJN yang mengatakan menjamin kepastian tanggalnya dan
seterusnya, sedangkan mengenai tanggal dari akta dibawah tangan 'tidak
selalu demikian ).

b. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan
eksekutorial seperti keputusan hakim, sedangkan untuk akta yang dibawah
tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.

¢. Kemungkinan akan hilangnya sebuah akta yang dibuat dibawah tangan
lebih besar jika dibandingkan dengan akta otentik.

Karena itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta berlaku sebagai yang
benar, isinya mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti
dengan sah diantara para pihak, dengan pengertian :

a. Bahwa akta tersebut, apabila akan dipergunakan di hadapan pengadilan adalah
cukup, bahwa bagi hakim tidak diperlukan untuk meminta tanda bukti
lainnya; disamping itu :

b. Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat
pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang - undang .

Notaris merupakan satu diantara pejabat yang dapat mengetahui ke dalam dan
membantu kehidupan keluarga seseorang. Berapa banyak hubungan kekeluargaan
dan permasalahan keluarga yang dipaparkan diin diungkapkan kepada Notaris dimana
hubungan itu benar-benar harus diketahui oleh Notaris secara detail untuk dapat
diselesaikan sebaik-baiknya segala permasalahan dan keinginan dari para pihak
dalam keluarga tersebut. Hal itu sangatlah perlu, karena hubungan kebendaan di
antara para anggota keluarga tidak dapat terlepas dari hubungan darah di kalangan
mereka. Misalnya dalam pembuatan surat-surat wasiat, akta perjanjian kawin, dan
penyclesaian pemisshan dan pembagian harta peninggalan. Dalam pembuatan akta
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pemisahan dan pembagian harta peninggalan, Notaris mempunyai peran untuk
menentukan mulai dari bagian masing-masing ahli waris sampai dengan masalah
pembagian, yaitu kepada siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian
atas harta peninggalan tersebut. Hal ini adalah salah satu peran Notaris dalam hukum
keluarga.

Kedudukan Notaris juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan

pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai ( di luar pengadilan atau
non-litigasi ), termasuk pula bagi orang asli Indonesia yang beragama Islam dan
tunduk pada Kompilasi Hukum Islam ( KHI ). Tugas Notaris atas bidang kewarisan
dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dalam pasal — pasal :

1.

Pasal 195 ayat (1)

Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau dilakukan
secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan seorang Notaris.
Pasal 195 ayat (4)

Pernyatasn persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini, dibuat secara lisan
dihadapanauaomgsaksh atau dibuat secara tertulis di hadapan dua orang
saksi aau di hadapan seorang Notaris.

Pasal 199 ayat (2)

Pencabutan suatu wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh
dua orang saksi atau dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua
orang saksi, atan berdasarkan akta Notaris apabila wasiat yang terdahulu
dibuatnya secara lisan.

Pasal 199 ayat (3)

Apabila wasiat tersebut dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut
déngan cara fertulis pula dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau
berdasarkan akta Notaris.

Pasal 199 ayat (4)

Apabila wasiatnya di buat berdasarkan secbuah akta Notaris, maka akta
tersebut hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris juga.
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6. Selanjutnya tentang tata cara penyimpanan surat — surat wasiat disebutkan
dalam Pasal 203, Pasal 204, dan Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, dengan jelas disebutkan bahwa Notaris
mempunyai peran yang sangat penting dalam jabatannya pada bidang kewarisan,
khususnya sebagai pelaksana pembuatan dan pencabutan wasiat bagi orang Islam,
terutama yang memiliki anak angkat dan akan membuat wasiat mengenai pembagian
harta peninggalannya kelak. Dan menunjiukkan bahwa Notaris mempunyai peran
yang penting dalam hukum kekeluargaan khususnya bagi orang Islam. Selama ini
pejabat (hakim di Pengadilan Agama) belum mengetahui bagaimana cara pembagian
harta peninggalan secara profesional sebagaimana yang telah dilakukan oleh Notaris
berdasarkan Pasal 1074 KUHPerdata dan pasal-pasal dalam Undang-undang Jabatan
Notaris. Sedangkan kebanyakan Notaris dan orang pada umumnya beranggapan
bahwa pembagian harta peninggalan adalah wewenang dari hakim Pengadilan
Agama. Berarti dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum yang belum terisi
tentang siapa yang sebenarnya berkompeten untuk membagi harta peninggalan secara
profesional.

2.3.3. Tanggung Jawab Seorang Notaris Sebagai Pejabat Umum Atas Kebenaran
Formalitas Dalam Pembuatan Suatu Akta Wasiat.

Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan
bahwa :

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Undang ini. «

Seorang Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formalitas dari akta yang
dibuatnya, baik apakah karena tidak dipenuhinya Syarat-syarat yang ditentukan oleh
Undang-undang dalam pembuatan akta tersebut scbagai sesuatu yang diancam secara
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perdata, maupun tindakan-tindakan lain yang mungkin saja dilakukan oleh seorang
Notaris yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan dengan ancaman pidana.

Untuk menghindari terjadinya suatu kelalaian, maka seorang Notaris harus
selalu memeriksa dan meneliti dahulu suatu kebenaran dari setiap dokumen dan surat-
surat dari pihak atau para pihak yang datang menghadap dan kalau ternyata seseorang
telah memberikan keterangan yang tidak benar atan palsu, maka orang tersebut harus
berani mempertanggungjawabkannya menurut hukum yang berlaku. Akan tetapi jika
Notaris telah mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu dan ia masih tetap mau
menbuatkan aktanya, maka Notaris tersebyt dapat dituntut  berdasarkan
Pasal 266 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apabila kewajiban tersebut
tidak dipenuhi maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban sebatas
kesalahan yang disebabkan oleh kelalaiannya. Jadi dalam setiap pembuatan akta
khususnya dalam hal ini akta wasiat terhadap anak angkat, seorang Notaris
mempunyai beberapa tanggung jawab, diantaranya memberikan penyuluban hukum,
mengenai maksimal besarnya wasiat yang dapat diberikan kepada anak angkat guna
menghindari terjadinya sengketa atan permasalahan hukum dikemudian harinya. Dan
memiliki kewajiban yang harus dipenubinya, yaitu katibun “adl atau Notaris yang
paham dan menguasai masalah pembagian harta peninggalan dalam hal ini untuk para
ahli waris dan tata cara pemberian hibah bagi anak angkat secara benar sesuai dengan
Hukum Islam lengkap beserta pembuatan akta notariilnya seperti telah dijabarkan
sebelumnya.
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3.1.

BAB 3

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari penelitian dan penulisan tentang “Peranan Notaris Dalam Melindungi Hak
Mewaris Bagi Anak Angkat Dan Ahli Waris Lainnya Dipandang Dari Sudut Hukum
Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

3.1.1.

i. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian
beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik,
memelihara, dan hanya bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar
seorang anak tidak sampai menjadi teﬂanhr dan menderita dalam
masa pertumbuhan dan perkembangannya dalam konteks beribadah
kepada Allah SWT, dan hukum Islam melarang keras praktek
pengangkatan anak yang membuat berubahnya status anak angkat
menjadi anak kandung dan terputusnya hubungan antara anak angkat
depgan orang tua kandungnya. Pengertian anak angkat dalam Islam
sama dengan pengertian anak yang diasuh dalam bahasa Indonesia.
Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat
bhukum dalam hal hubungan darah, bubungan wali-mewali dan
hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya, jadi anak
tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap
memakai nama dari ayah kandungnya.

62 Universitas Indonesia

Peranan notaris..., Isma Januarti, FH Ul, 2009



3.1.2.

63

ii. Pemberian wasiat tersebut hanya diperuntukkan kepada para
kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik dikarenakan dia
menjadi budak, hanya merupakan anak angkat atau adanya kerabat
lain yang menghalangi atau mungkin memang tidak berhak
mendapatkan warisan. Untuk itu kemudian dibuatlah ketentuan
bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak
mewarisi, maka hakim harus bertindak selaku (atas nama) pewaris dan
memberikan bagian kepada para kerabat atan anak angkat yang tidak
mewarisi dalam bentuk wasiat yang wajib untuk mereka. Hal inilah
yang disebut sebagai wasiat wajibah, yang wewenangnya terletak pada
hakim, tanpa memandang apakah pewaris itu melakukan wasiat atau
tidak. Untuk pelaksana wasiat wajibah ini barus dikeluarkan oleh
Undang — undang wasiat yang diatur oleh Negara. Dalam hal ini
berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

i, Telah ditetapkan dalam Al Quran bahwa wasiat itu harus
dilaksanakan terlebih dahuln sebelum diadakan pembagian harta
warisan terhadap para ahli waris, Oleh karena wasiat wajibah itu juga
termasuk dalam wasiat, maka wasiat wajibah harus dilaksanakan
terlebih dahuli sebélum dilakukan pembagian warisan. Menurut Pasal
195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wasiat
hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sebesar sepertiga dari harta
warisan kecuali apabila terdapat kesepakatan lain dengan ahli waris
lainnya, dan kesepakatan fersebut disetujui dengan ikhlas oleh para
ahli warisnya.

ii. Dalam menetapkan suatu wasiat wajibah, maka telah di atur dalam
Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

Penentuan besarnya bagian dari wasiat wajibah, harus
mempertimbangkan bagian dari para ahli waris yang ada.
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b. Jumiah seluruh wasiat, baik wasiat wajibah maupun wasiat — wasiat

3.1.3.

lainnya, tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.

Penentuan bagian dari wasiat wajibah itu harus di landasi oleh prinsip
keadilan dan keseimbangan.

Hal ini ditujukan agar tidak ada pihak keluarga yang merupakan ahli
waris yang sesungguhnya menjadi dirugikan atau terhalang haknya
atas bagian harta warisannya, dan dapat menghindari terjadinya
sengketa atau permasalahan hukum dikemudian harinya.

i. Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam jabatannya
pada bidang kewarisan, khususnya sebagai pelaksana pembuatan dan
pencabutan wasiat bagi orang Islam, terutama yang memiliki anak
angkat dan akan membuat wasiat mengenai pembagian harta
peninggalannya kelak. Dan menunjukkan bahwa notaris mempunyai
peran yang penting dalam hukum kekeluargaan khususnya bagi orang
Islam, karena nofaris mengefahui bagaimana cara pembagian harta
peninggalan secara profesional dan memiliki wewenang dalam
pembuatan akta wasiat berdasarkan Pasal 1074 KUHPerdata dan
Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

ii. Notaris memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu katibun
‘adl atau Notaris yang paham dan menguasai masalah pembagian harta
peninggalan dalam hal ini untuk para ahli waris dan tata cara
pemberian hibah bagi anak angkat secara benar sesuai dengan Hukum

Islam lengkap béserta pembuatan akta notariilnya seperti telah
dijabarkan sebelumnya.
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3.2. SARAN

. Jika ingin memelihara anak angkat, sebelumnya harus dipikirkan secara

dapat menghindari terjadinya sengketa yang berkepanjangan dengan pihak
keluarga orang tua kandungnya dan pihak keluarga orang tua angkatnya.

. Hendaknya para pihak yang berkepentingan dengan masalah pengangkatan
anak yang berkaitan erat dengan adanya hak wasiat wajibah yang akan
diambil dari harta warisan tidak terpaku dengan kadar sepertiga, karena
sepertiga adalah kadar maksimal. Sangat boleh jadi pemberian wasiat wajibah
itu kurang dari kadar sepertiga dari harta warisan atas pertimbangan
kemaslahatan dan keadilan bagi ahli waris yang lain. Sehingga tidak ada pihak
ahli waris yang merasa dirugikan.

. Pelaksanaan pengangkatan anak dipandang dari sudut hukum Islam, harus
bersifat untuk tujuan pemeliharaan dan menjamin kesejahteraan anak yang
dipelihara terscbut demi kelangsungan hidup yang lebih baik, dan hendaknya
pengangkatan anak dan pelaksanaan haknya benar-benar ditegakkan dengan
peraturan yang berlaku sesuai apa yang dikehendaki dalam Kompilasi Hukum
Islam,

. Sebagai seorang Notaris, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan
Notaris, maka diwajibkan untuk memberikan penyuluhan bagi masyarakat
yang hendak membuat suatu akta, khususnya dalam hal ini akta wasiat. Untuk
orang Islam, tata cara pembagian harta warisan telah diatur dalam al Qur’an,
yang dalam hukum negara kita dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam,
yang bersumber dari hukum waris yang telah diatur dalam al Qur’an. Apabila
ada penghadap yang memaksa hendak membuat akta wasiat yang
bertentangan dengan tata cara pembagian waris menurut Islam, maka sebagai
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notaris harus berani untuk menolak. Karena akibat dari pembuatan akta wasiat
yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang telah diatur, akan
mengakibatkan permasalahan di masa yang akan datang, yang akan menimpa
para penerima warisan tersebut dan juga akan melibatkan notaris yang
membuatkan akta wasiatnya.
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ini, dellgdll dihadirl olebh baudara« IRI«MN lahir di ~

Jakarta, pddd tanggal empat Api-il . aeribu sembilan -

ratus tujulpuluh saty (04-04~1971), war-ga-Negara - _
T e e ] A -

"1’

2
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Andonesia, bertempat tinggal 1 Jakarta, Palmer-all -

~

1) .
Selatan, Rukun Tetanyga 005, Rukun Warga ooz '—7-;-,~~

AR

Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abandg, Jaka'“‘“a -
Pusat, pemeganyg Kartu Tanda Penduduk Nomor . :i-??'f:""_‘.'—'"f -

09 .5007 .040471..0365 dan Tuan MOCHAMAD YnHYA.,

i .'-'
IS I 4,
] "|

lahir <i Bojonegoro, padd tanggal 08 (delapau) Mei-— -

1970 (seribu ‘sembi ldnratua tuj ulwuluh). Nar‘sil

Negara Indonesia, bertempat tingygal d:l Tarlger*ang._. o

ot ¢

Jalan Karyawan III, Rukun Tet.angga 01 Rukun ji
: '!-’.‘ I '."7. .

02, Kelu: -ahan Karang Tengah, Kec.dmdl:au Karangz:—-*-—-

Tengah, pemeganyg Kartu Tanda Penduduk Nomor :_',-f---;--

32.75.12.1002.12479, keduanya pedawai Kantor —-——s--

Notaris. sebagai saksi-saksi. —-—
—Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada-—
pengyhadap dan saksi-saksi, wmaka segera akta ini -——-

ditanda tangani oleh penghadap, saksi saksi dan —

saya, Notaris. -—=w—re—=————- by

S
L
c

-Dibuat deuqdu dua per ubahau, vakni satu tambahan -

dan satu c:or'etan. - " T
-Asli aklta indi telah ditanda tangani sec:ukm:mya. —
-—-DIBERIKAN sebagai salinan yang sama bunyinya. —

Tangerang. 30 Mei .2009

S KOTA TQNGERQNG ¢
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[OR NOTARIS

gate

Nomdr : 10.-

19, 736.5920 Fax. 736.518
{CRRANQ 15156

ﬁﬁ?!ﬁﬁ’liﬁfﬂgz —Iada har i ini, Sabtu, tanggal 30 (tlgapuluh) Mel
2

.‘,'is, .'-l.

09 (Juaribu sewbilan) Pukul 11.00 (..,ebelas ko:.ouq

kosong) wWaktu Iudoueam Barat. -=—w—w-

~Berhadapan dengan saya, SAIFUDDIN ARIEF.‘

S
Sarjana Hukum, Maglst:er Hukum, NoLaeio TN s

2t
N

e e .‘

TANGERANG, dengan d1had1r~1 oleh 'saksi—saksal’ yal‘ugEi--:-

Saya, Notaris kenal dan akan dlsebutkan pada bacuan
akhbir akta ini - ‘ = X : P

—Tuan KHAIRUL FITRI, lahir di Jakar‘l.a, pad'

..‘

Ldnqqdi dua Febiruari aembu bemb11am atus tu.:uh-—
, v - ot

puluh satuy (02—0?—1971). Warga Negara Il‘ldOﬂebld.

bertempat tinggal di Jdkar'ta. Komplek Ko::tr-ad
Rukun Tetangga ° 004, Rukun Warga 06 Ke::.ut aluau .--*

Petukangan Utara, Kecamatan Pabanggr'ahan.z ———————

Jakarta Selatan, pelnegang Kartu Tanda Penduduk -
: ° ::f' i i

i %: ,i‘i‘

Nomor- - 09. 5310 -020271.0578 :

s b
Eoe gt e
PEEE T .
s

[ —Penghadap menerangkan kepada saya, Notaris. p..nda -

waktu mana- para saksi yaug akan d1sebutkau 1tu o o
tidak hadir- . ber mak::.ud akan membuat surat wdealal. -

dan memberitalhiukan dengan singkat tetapi Jelas et

wasiatnya itu kepada'saya. ‘Notaris. - e -

~Bahwa penghadap meueraugkau tunduk kepada Hukum -

Islam. ~———--: I T —— o

~Penghadap akan membuat Surat Wasiatvdeugan car'a -

vang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ,;,:_.’;

4 i

Kemudlan saya, Notau is, msmbual pemetleaty ecan&.\r'l'f vm.q o
e Z_ 002 AN

.'g v

l -
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sebagal sural wasiat yang telah saya buat r~-~~*
\ . <y

Saya wasiatkan- kepada dnak-anak saya.lyaitq

1. ADRIAN HARDI PRATAMA ;

2. FIRDA RAMADHANI FITRI : ——- ;-iJA.J

~-Apabila saya pada suatu hari meu1uggdl dunla maka-*

Y
! ,é_lu.

-saya akan wasiatkan kepddd anak—anak saya dar

narta peninggalan dengain perbandingan 2 *:1 ;;—~4—#

.
"-.xA

—-Sebelum naskah wasiat tersebut dldeAKan penqhadap
memberitahukan lagi secara singkat dan Jelab oz
kehendak terakhirnya itu kepadé saya, - Notaris, -—-—-

sekarang dJdihadapan para saksi yang akan disebutheasr

i.tu- __________ e —— . 7 - e

seltelah naskah tersebut dibacakan Kepadazpenghadap—

dan para saksi, saya, Notaris, menanyakanikepada —-

penghadap apakah yang dibacakan itu benar=benar ---
wasiatnya, yang segera dijawab oleh béngh&bap bahwa

naskah tersebutl betul berisi wa51atnya.- e e et

!

~~~~~~~~~~~~~~~ DEMIKIAN AKTA INI —~~-~~~~—~f~-—~w

-pDibuat dan diselesaikan di Tangerang,,qada hari -~

‘0

dan tanagal seperti tersebut pada bagian awal akta

ini. Jdengan dihadiri oleh saudara'IRwAN. lahir di
P |
Jakarta, pada Laugqal empat: npril aeribu sembilan -

i

At
ratus tujuhpuluh satu (04—04~1971). Narga Negdia -

Indonesia, bertempat tinggal di- Jakarta. Palmeldh .

Selatan, Rukun Tetangga 005, Rukgn wargagoog,‘r—-f

2 : R
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‘suruh tuliskan aebagai beulkut 2

“Saya cabult dan augqap tidak berlaku semda S

)
B A
.;:‘ i'(l ',l-u.

sebagai surat wasiat yvang telah’'saya buat ,r-f*ffi
' i e s
sebelum surat wdslat ini tampa pengecual1a%. -

1. ADRIAN HARDI PRATAMA ;

2. FIRDA RAMADHANI FITRI

~Saya akan wasiatkan kepdda d“dk-aﬂak baya}dar
harta peninggalan dengan pecbandluqan 4 ,_i.%i"—;';
-3ebelun naskah wasiat tersebut dlbacakan peuqhadap
mwemberitatiukan lagi secara a;ngkat dan Jelab ' ettt
kehendak terakhlrnya itu kepadd saya.-Notar1b. ——

-

sekarang Jdihadapan parra saksi yang akan disebuthnea

itu., === . . ' _:.j - -
Setelah naskah tersebut dibacakan kepqda:éenghadab“

dan para saksi, saya, Notariss menanyakanékepada.—"
penghadap apakah yang dibacakan itu bgnéf&beﬁgr ——

wasiatnya, yang segera dijawab olebh ﬁéngh?bap bahwa |

naskah tersebut betul berisi was1atnya.-.; w—
~~~~~~~~~~~~~~~ DEMIKIAN AKTA INI «-n-é-u-—~~—7-¥f-~---
-Dibuat dan diséleﬂaikan di Tangerang.‘pada hari ="
dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta
ini, Jdengan dihadiri oleh sauda:a IRNAN. lahir di

b

Jakarta, pada Lanqul empat: npril seribu sembilan -

\ "

ratus tujuhpulul satu (04-04-I971). warga Negala -

Indonesia, bertempat tinggal di- Jakalta.4Palmetah .

sSelatan, Rukun Tetangga 005, Ruk?n wargaﬁoo%’ m——

. 2 ;
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~Relurahan Gelora . Kecamatan Tanah Abang.,

. 3 ,‘;‘.

Pusat, pemeganyg Kartu Tanda Petkiuaun teine. -

LN 4

lahir dJdi Bo:oueqoro. pada tanggal 08 (delapan) Ve:l*-r'

1970 (seribu bemblldm*atus tujuhpuluh), warga T

g e

Negara Indonesia. bertempat tinggal di Tangeranq. "".'-'

Jalan Karyawan IIY, Rukun Tetangga o1,

09, Kelurahan Kararig Tengah, Kecamaf.an K .:_,_

Tengah, pemegang Kartu’ Tanda Penduduk Nomor.

32.75.12.1002.12479, kedﬁany‘g ‘pegawa.

NOLdt is, sebagai saks1-saksi. s

i b 1 FE
.,: "t . .
~Setelah saya, Notdl“ib. membacakau akta ini kepada-f_ rd

penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta :lm: —-——.‘

4.
I

ditanda tangani oleh venghadap, saksi sakgs:g.;d‘gn -

saya, Notaris. s : ‘ ree e

. "ll'
. Tl

~-Dibuat denqan dua perubahan, yakni satu tambahan—- "

dan satu c.o:eL«:m- -

—Asli akta ini telal ditanda tanqani secukupnya; -
. TT-DIBERIKAN sebagai salinan yang sama buuyinya._ -
Tdr:gerang. 30 Mei : 2009

.1-"‘1' KOTA TANGERANG

\\ € Nans:
% il b

-;;j' ‘
r. :j "_” ‘l W +

“4\) . . h ;‘:: y l"l
c"o e &Wmm agmy _.

4’/,38 AT
: l SA’ UDDIN ARIEF SH. MH.

Peranan notaris..., Isma Januarti, FH Ul, 2009
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A. BUKU I KOMPILASI HUKUM ISLAM

TENTANG HUKUM KEWARISAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

al

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemin-
dahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menen-
tukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan: -

Ahli waris adalah orang pada saat memnggal dunid mempunyal
hubungan darah atau hubungan perkawinan derigin’ pewaris,

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukutii uritik inenjadi
ahli waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris

baik yang berupa harta benda yang men;adl mlhknya maupun ,
hak-haknya. -

Harta warisan adalah harta bawaan dltambah bagian, dari harta
bersama digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
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meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran
utang dan pemberian untuk kerabat.

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang

lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal
dunia.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa
imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup
untuk dimiliki.

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih
tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya
berdasarkan putusan Pengadilan.

Baitul maal adalah Balai Harta Keagamaan.

-BAB I
AHLI WARIS
Pasal 172 z

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu
identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi

bayi yang baru lahir atau anak yang1 belum dewasa, beragama menurut
ayahnya atau hngkungannya

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat pada pewaris.
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b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang berat.

Pasal 174.

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

a. golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki,
saudara laki-laki, paman dan kakek.

b. golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan,
saudara perempuan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan
warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. |

Pasal 175
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: -

a. mengurus dan menyelesaikan sampai ﬁelﬂakaman jenazah
selesai. |

b. menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan,

perawatan ter masuk kewajlban pewaris maupun menaglh
piutang.

c. menyelesaikan wasiat pewaris.

d. membagi harga warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewa}lban pewarls
hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta warisannya. -
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BAB lli
BESARNYA BAHAGIAN
Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian,
bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga
bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-

laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan
anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara
atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh
janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separuh dari bagian bila pewaris tidak meninggalkan

anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat
seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat
seperdelapan bagian.
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Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka sau-
dara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat
seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka
bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang
ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia
mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-
sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang
atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga baglan
Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-
laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua
berbanding satu dengan saudara perempuan. %

Pasal 183

Paraahli waris dapatbersepakat melakukan perdamaian dalampembaglan
harta warisan, setelah masing-masing menyadan bagiannya.

Pasal184. - : .- DR S

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan
hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan
putusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggallebih dahulu dari pada sipewaris maka

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka
yang tersebut dalam pasal 173.
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(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian
ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) Bilamana pewaris meninggalkan harta warisan maka oleh
pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk
beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta peninggalan
dengan tugas:

a. Mencatat dalam suatu daftar harta warisan baik berupa benda
bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan
oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai
harganya dengan uang,

b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris
sesuai dengan pasal 175 ayat (1) suba, bdan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta
warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat me-
ngajukan permintaan kepada ahli waris yang lin untuk melakukan
pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menye-
tujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan
melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.
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Pasal 189

(1) Bila harga warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang
luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya
sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan ber-
sama para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bilaketentuan tersebut padaayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan
karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang me-
merlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang
atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli
waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing
istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga
dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris ‘adalah
menjadi hak para ahli warisnya. |

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkaﬁ ahli waris sama sekali, atau ahli
warisnya tidak diketahui ada atau tldaknya, maka harta tersebut atas

putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepadq Battul
maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umym,
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BAB IV
AUL DAN RADD
Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris
dzawil furudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar
dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan

angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara
aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harga warisan di antara para ahli waris
dzawil furudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil
daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashabah,
maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu
sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi
secara berimbang di antara mereka.

BAB V
WASIAT
Pa_sal_ 194

(1) Orangyang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal
sehat dan tanpa adanya paksadn dapat inewasiatkan sebagian
harta bendanya kepada orang lain atau lémbaga.

(2) Harga benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pe-
wasiat, -

(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pa-
sal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.
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Pasal 195

(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau
tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari
harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua
ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat
secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan
dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan
dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang
ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan

putusan hakim yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap
dihukum karena:

a.  Dipersalabkan telah membunuh atau mencoba membunuh
atau menganiaya bergt pada pewasiat.

b. Dipermasalahkan secaramémfitnah telah menga)ukan peng-
aduan bahwa pewasiat tglah melakukan suatu kejahatan yang
diancam dengan hukuman lima, tahun penjara atau hukuman
yang lebih berat.

. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah
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pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah
wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
d. Dipersalahkantelah menggelapkan atau merusak atau memal-

sukan surat wasiat dari pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima
wasiat itu:

a. Tidak mengetahuiadanyawasiat tersebutsampaiiameninggal
dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk
menerimanya.

c. Mengetahuiadanyawasiatitu, tetapitidak pernah menyatakan
menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum
meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu
benda harus diberikan jangka waktu tertentu. -

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat
belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan
persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secaralisan dengan disaksikan
oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat
terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut
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dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau
berdasarkan akta notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta Notaris, maka hanya dapat
dicabut berdasarkan akta notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu
sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi
sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya
akan menerima harta tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli
waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan
sampai batas sepertiga harta warisan.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedang-
kan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan
kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. | -

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyirmpan-
annya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat- lain,
termasuk surat-surat yang ada hubungannya. =~

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka

surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada
pewasiat.
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Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup
dan disimpan pada notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris,
disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara
pembukaan surat wasiat itu.

(2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris
maka penyimpan harus menyerahkan kepada notaris-setempat
atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya notaris
atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana
ditentukan dalam ayat (1) pasal ini. |

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka
oleh notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada.
penerima wasiat guna menyelesaikan selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk
dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau
yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musubh,

dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan
atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.,

Pasal 206

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan
membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan
jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang
menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
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Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan
perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan
kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali
ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi notaris, dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

(1

(2

(1)

(2)

Pasal 209

Harta warisan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176
sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah seba-
nyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang
lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Pasal 210

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal
sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-
banyaknya 1/3 harga bendanya kepada orang lain atau lembaga di
hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Harga benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari peng-
hibah.
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Pasal 211

Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai
warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada
anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit
yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari
ahli warisnya.

Pasal 214

Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat
surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia

setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan
pasal-pasal ini.
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C. Contoh Surat-Surat dalam Praktik Kewarisan

Contoh 1: APHP (berdasarkan pasal 107 ayat 2 UUPA)

AKTA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DI LUAR SENGKETA
NOMOR 40/P3HP/2007/PAJT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
Pada harl Kamis tanggal sepuluh Mel tahun dua fibu tujuh, tetah menghadap eaya
Drs. H. Moch. lchwan Ridwan, $.H., Wakil Katia PengadiianAgema Shkarts Thiut
dengan dibantu oleh Drs. H. Helman, S .H., Panitera penggant pada Ponnadﬂan Agama
tarsebut dan juga dihadisi oleh saksi-saks! yang tolah saya kenal atau dipsrkenatican
kepada saya ; e
Penghadap tersebut bermnama : . .
o IV ookt and Legalcmsnunpadammmsm
Fadiflah & Partners, boratamat di JI. Reya Jatiwarligin No. 12 Jﬂm dalé
hal Inl bertindak untuk dan atas nama para pembert kuasa: bbtdasarsi B
khusus tertanggal 27 April 2007 yang :elah didaftarkan dalem mm suratkuasa of -
pengadnan Agama Jakarta Timur No. 4sawm7mm m&uuari Mol 2007'dn

L3

R N e R

- 'umwsammmammmn
{,sWaata teipat tinggal di J. Wadas 2 No. §- Reﬂem mﬁlﬁa"' o
Jaﬁcompaka. Kecamatan Pondok Ged#, Bakas; .

3. R i SR >.'wmﬂsmmi
latam, pekéﬂaan witaswasta, tempatﬁ\gcal d Jl Wadis 2 No. § Rt. 008/04,
Kelurahan Jaticempaka, | Kecamatan Pondok Gede, Eokasi.

4. B binti _, umur 52 tahun, Agama lstam, pakddaan
wiraswasta, tompat tinggal di Giptnang Campedak (V/8 Re. 002/008, Kéktwdtian
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S. HEER bint SN, umur 49 tahun, agama lslam, pekedas
wiraswasta, tempat inggal di J. Wadas 2 No. § Rt 008086, Keluraha
Jaticompaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

6. IR bint N, . muc 47 tahun, ‘agama Istarr
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal 'di Pulo Asem Timur V9 Rt 001003
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur; |

Mernyatakan kehendainya untuk dapat dibuatican akta. pembagian hmponlnggaian e
luac sengketa dari almarhumah Sakinah bintl Abyu Bakar A!aydtoos
Selanjutnya disebut sebagal para pemohon ;

Bahwa almarhumah Gumwas bint “ aaama lalam, pekér;aa
ibu rumah tangga, tempat tlngaai terakhir di Ji. Mes]ldN WM!O-‘R&. m Kﬂmlw

i ; gat dunla tebih dahuu darl padawaﬂs Padam 1995
ra setama hidupnya pewaﬁs 1 (aatu) kall menlhh y'aﬁn déngm D. Cemu

fin Moh. Yahla. telah mmnmlmmnm mmw&mmm
perkaw!nanwa tidak dllcamntalanak. | '

Batma powaﬂs almarhumah Saldaah hjml Abq

..‘7.L

(tujuh) oreng saudara sekandung “é!ﬂh%ﬂ*?\“?ﬁ“ﬂ L

1. Hasan Abu Bakar Alaydroes, saudara kanduny umam

2. Torahim, (wafat tahun 1961), saudamkamm-hu o

3. Sechah, saudnra kandmgpemn. RN

4. Tauftkc Abd. Rahman Hidayat ; $4iin mammm [

5. Patmah; saudarakandung perepoat;: g .
6. Alfish, squdara kandung.paremeuan,. -,

7. 2

Hafiatut Gayah , saudara kandunu pemmpuan
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Bahwa almarhum [brahim bin Abu Bakar Alaydroes telah meninggal tahun 1881
dan dalam perkawinannya dengan Siti Muslihatun mempunyal 7 (ujuh) orang anak
yang masing-masing bornarna : '

1. Abduitah Dudung. anak kandung taki-taki.

2. lda Farlda, anak kandung perempuan.

3. Muhammad Rudyanto, anak kandung lakl-taki,
4. lyus idrus, anak kandung laki-laki,

$. Ana Diana, anak kandung perempuan.

6. Evy Perdiana, anak kandung perempuan.
7. Rena Fitriana, anak kadunq perempuan.

o Bahwa ketlka aimarhumah Sakinah binil Abu Bakar Alaydroas meringaal dunia
g : meninggalkan ahil waris: .; .
( 1. Hasan Abu Bakar Alaydroes saudara iandung laid-tald. -

2. Sechah, ssudara kandung perompuan.

jtah Dudung, keponakap laidlek.
" 1. keponakan parempuan.
; Rudyanto, keponakan taki-lald,

LR P

12. Evy Perdiana, keponakan pommpuan.
13.Rena Fitriena, keponaken perempuan. ‘ :
Yang nama-namanya tersobut di atas dan metelea adalah para- ahﬁ waﬂkyann sah dad

- almarhumah Sakinah bintl Abu Balar Alaydroas: SRR "
Bahiwa selaln pewarls meriinggdlkin shi Warls: mm d! ttas lnga e
meninggatkan harta warisan berupa
1. Sebidang tanah berikut dan bangunan rumeh tnggal dmmm fuas 277 W2, yang
teriotak di Ji. Masiid Al Wusto Rt. 008/007, Kahurafian “:"f;f";';ji Bambu, Kecamatan
Ouren Sawit, Jakarta Timur, dmgan batas-bates aebagalhafkm _

: ¢ o~ Utara :tanah by Matﬂn!l-lt Maﬂd&l Wusts.
. - Tiowr : tanah H: Abas.

b
>
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~ Sefatan : tanah Fauzl.
- Barat : tanah Fauzi.
2. Tabungan di Bank BCA cabang Sudinnan dengan No. ATM 6019001563968811 atas

nama Sakinah;
3. Satu buah moblil merk Toyota Corolla No.Pol 8. 8872 PT;
Bahwa harta warisan pewaris tersebut di atas sampai saat inl. baium gemah, d!bagl-
baglkan kepada ahh warlsnya .
Bahwa dalam harta pembaglan waris ini tidak ada sengketa dengan p!hak lain ;
Bahwa pewaris tidak maninggatkan hutang;
. Bahwa pewaris tidak wasiat meninggalkan, hibah ;

Bahwa atas harta warisan tersebut dl atas kamd para ghll waﬂs smmt!
: menyetujul findakan pembaglan warlsan mentmnut hukum famld ﬁlﬁm

Bahwa para pemochon untuk metengkapt kehraneannva
pa :

& i
1, m} ’

) _.j.‘ln

. Mancgal 26 Jul 1956; -

. Fotokopl jual beflrumah dan tuase No. 02 m&maa*
F«ak@lsmatmyataan temmul 19&1!({ - | e
thekopi surstpemystaan; | e

- Fotokopl surat tanda Wﬁﬂﬂmmtamn m .
Budi;

"
L
v

o = O
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9. Folokopi BPKB No.Poi B. 8972 PT :

10. Surat kuasa tertanggal 27 April 2007 yang telah didaftarkan dalam register surat
kuasa Pengaditan Agama Jakarta Timur No. 45/KN/2007/PAJT tertanggal 1 Mel
2007

Bahwa selain mengsajukan surat bukti-buktl tersebut di atas para pemohon juga
mengajukan saksi-saksi sebdagal berilast :

Saksi | _* Syafei bin Amir, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, tempat
tinggal dif J1. Setia Budi No. 28 Rt 005/002, Kelurahan Setiabidl, Kecamatan

) Saetiabudl, Jakarta Selatan.

" Saksin -

! Subur Kamadijaya bin f:;Ruspandl. umur 46:tahun, agama lslam,
Pekerjaan swasta, tempat tinggal di JI. Pulo Sem Timur |/ Rt. 001002,
"Kelurahan Jati, Kecamatan Pulugadung, Jakarta Th'mxr. : :

'. ! : hwa saksi-saks! tersabut telah memberikan keterangnnnya sebsga! beﬁkut
’ v-?:\r{:m saksl kanal kepada pars pemohon ;

"B fm almarhumah Sekinah bintl Abu Bakar Alaydfoes ‘Yeng telah mnlnm
& Jatarta pada tanggal 7 April 2007; |

;‘avah pevrarls bemama — toteh mencngw dunta
o dahu!u dari pada pewaris pada tahun 1971, dain lbunya bumm 84
Roudhah juga fatah meninggal dunia {ebih dahuiu darl pada pomtla pada

mmsas

R e e PR TPIERIL L AL
A . 3

2 Bﬂmuselﬁmammmpmﬂsi(m)hnmmmm begm
{ Tl bl Mot Y, telah m&nlnggatdmtthbmdahuhmﬂuﬁﬁitt:‘;i:'}
selama perkamamya Sdak dikarunial anak; '

Banwa pewarls alnmhumah Saldnah bintt Mu Baimr A!aydmos mompmmr'!
muuh) orang aaum sekandung myah so!bu vana mmmhmm

"-"." ;{\.. “n

aE HasanAbuBaimNaydm. muammmm%

: 2 Worahien, (watdt tatiun 1681), saudarﬁ' ing

T 3: Sechah, saughiakandung perainpudn; - - - '
' 4. Taufik Abd: RahrhairHidayat , aaudara kandune Nﬂﬂd
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S. Fatmah , saudara kandung perempuan.
6. Alfiah, saudara kandung perempuan.
7. Haflatul Gayah , saudara kandung perempuan.

Bahwa aimarhum lbrahim bin Abu Bakar Alaydms'telaﬁ--ma‘nﬁ'iqg_altaﬁuﬁ-‘léﬁ'l

*

dan dalam perkawinannya dengan Siti Mushihatun mempunyal:7-Qtidut) crarig

anak yang masing-masing bernama :

1. Abduilah Dudung, anak kandung laki-laki.

2. lda Farida. anak kandung perempuan.

3. Muhammad Rudyanto, anak kandung lald-laki.
4. lyus Kdrus, anak kandung laki-laki,

5. Ana Diana, anak kandung perempuan.

. 6. Evy Perdiana. anak kandijpg perempuan.

" 7. Rena Fitdana, anak kadung perempuan.

ahwa Wetika almarhumah;-Sakdnah bintl Abu Bakar Alaydroes menlnggal dunia
| Zneninggalkan ahll waris:

hah, saudara kandung perempuan. s

dific Abd. Rahman Hidayat , saudara kandung lakied.

giah . saudara kandung perempuan. E

5.#Aiah, saudara kandung perempuan. s

. !-mu:l Gayah , saudara kandung perempuan. _ il .
7. Abdulih Oudung, keponakan fakiiall. g s
8. .ida Fadda, keponakan perampuan.

Muhsmmad Rudvmto keponakanlald-wd SRt Lol

10tymldms keponakantald«takt i

R ana, kepetiikeh perempuan.
12%%& Répahakan peremguan.
13‘&&!&%&% Keponaken perempuah.

B2 sd!a!n pewads meninggalian ahli waris' mam dt dﬁs ma m»

VoW
[ty 1Y
>

3

L omad

v .

1

O T y
. et B - ER . [
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saudara tersebut bersama-sama dsngan saudara perempuan kefidung atau sesyah du..,
orang atau lebih maka mareka bersama-sama mendapat cua ij:ﬁl baglan, |

Blla . saudara perempuan tersebut berssmassma dm -seudara. fakHald:
kandung atau seayah maka baglan saudara lakilakd dua betbmdlng sate dengan
saudara persmpuan:® .

Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompllasl mmm yang b«m'
ahlt warls yang meninggal lebih dehulu dari pada sl pewarls maka kedudultinnya dapet
dwﬁmdﬁhWRmaummmmeﬂ3‘ |

Bahwa batdasarken Pasal 1§ammxmmummmmm
. -i'.: baglan bagl ahlil warls pencaanﬁ tidak’ bo!eh malsbil dad: haghn ahll wards yong .

l
} “ - ed

3
J,,

?J&m
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